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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada saat ini 

kami telah dapat menyampaikan evaluasi Laporan Akhir 

Tahun mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan 

prioritas dalam mendukung visi dan misi Presiden Republik 

Indonesia yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 

dan dalam mengukur keberhasilan selama tahun 2024 

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Sulawesi Barat dalam bentuk “Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 

Kantor Wilayah sasi   Manusia   Sulawesi   Barat”. 

 

Laproan Kinerja Instansi  Pemerintah ini merupakan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi 

Barat sebagai instansi vertikal pemerintah yang mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia di wilayah Sulawesi Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas 

pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat 

yang diamanahkan negara selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja 

pelaksanaan program/kegiatan Tahun Angggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendukung keberhasilan sesuai 

RPJMN Tahun 2020-2024. LKIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal 

– hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang. Dengan 

tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Angggaran 

2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat ini, kami 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik
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“Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM 

Semakin PASTI dan Ber-AKHLAK dengan 

bekerja CEPAT, TEPAT, IKHLAS dan Hasilnya 

AKUNTABEL” 

IKHTISAR 
EKSEKUTIF 

 
 
 
 

Sesuai dengan Amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2024. 

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala 

Kantor Wilayah atas Perjanjian Kinerja yang telah di tandatangani yang terdiri atas: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 22 IKK MELEBIHI TARGET 

✓ 5 IKK SESUAI TARGET  

✓ 3 IKK BELUM MEMENUHI TARGET 
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PROGRAM 

19 SASARAN 

KEGIATAN 

30 INDIKATOR 

KINERJA KEGIATAN  



iv 
 

TABEL CAPAIAN PERANJIAN KINERJA 
 

NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

IKK TARGET REALISASI KET 

DIVIS ADMINISTRASI 

1 Meningkatnya 
pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi di Lingkup 
Kantor Wilayah 
Kementerian 
Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

Persentase Pelaksanaan 
Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di lingkup Kantor 
Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 

100% 100% 

 

 
√ 

 
 
 
 

Indeks kepuasan Unit Kerja 
lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

3,1 Indeks 3.64 
√ 

 

DIVISI PEMASYARAKATAN 

2 Terwujudnya 
Penegakan Hukum 
Pemasyarakatan di 
Wilayah 

Indeks Penegakan Hukum 
Pemasyarakatan di Wilayah 

3.6 (Indeks) 3.87 

 
√ 

 
 

3 Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi di lingkup 
UPT 
Pemasyarakatan 

1. Persentase Pelaksanaan 
Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di Lingkup UPT 
Pemasyarakatan 

100 % 100% √ 

2. Indeks Kepuasan Unit 
Kerja Lingkup UPT 
Pemasyarakatan 
terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

3,1 Indeks 3.56 
√ 
 

DIVISI KEIMIGRASIAN 

4 Optimalnya 
Penegakan Hukum 
Keimigrasian di 
Wilayahan  

1. Persentase Penegakan 
Hukum Pro Yustisia di 
Kewilayahan yang di 
tangani 

90% 0%  

2. Persentase Tindakan 
Administratif 
Keimigrasian di 
Kewilayahan yang 
Ditangani 

90% 100% √ 

5 Meningkatnya 
Layanan 
Keimigrasian di 
Kewilayahan 

Persentase Layanan 
Keimigrasian di 
Kewilayahan yang 
Diselesaikan terhadap 
Total Permohonan 
Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan yang 
Diterima 

90% 97.23% 
√ 
 

6 Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Reformasi 

1. Persentase 
Pelaksanaan Rencana 
Aksi Reformasi 

100 % 100% √ 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

IKK TARGET REALISASI KET 

Birokrasi di lingkup 
UPT Imigrasi 

Birokrasi di Lingkup 
UPT Imigrasi 

2. Indeks Kepuasan Unit 
Kerja Lingkup UPT 
Imigrasi terhadap 
Layanan 
Kesekretariatan 

3,1 Indeks 3.95 
√ 

 

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM 

7 Meningkatnya 
PNBP Ditjen AHU 
di Kantor Wilayah 

Persentase Peningkatan 
PNBP Ditjen AHU di Kantor 
Wilayah  

6% -0.11%  

8 Terwujudnya 
penyelesaian 
pengaduan 
masyarakat terkait 
dugaan 
pelanggaran 
jabatan notaris di 
kantor wiayah 

Persentase laporan 
pengaduan masyarakat 
terkait dugaan pelanggaran 
perilaku Notaris dan 
pelaksanaan jabatan Notaris 
di Kantor Wilayah yang 
diselesaikan 

90% 100% √ 

9 Terwujudnya 
Penegakan Hukum 
Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

Persentase Penyelesaian 
Aduan Pelanggaran 
Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

30% 100 √ 

10 Meningkatnya 
Pemahaman 
Masyarakat 
terhadap Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

Persentase Masyarakat yang 
Memahami Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

70% 80% √ 

Persentase Peningkatan 
Permohonan Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

20% 23% √ 

11 Terfasilitasinya 
rancangan produk 
hukum di daerah 

Persentase rancangan 
peraturan daerah yang 
difasilitasi oleh kantor 
wilayah Kemenkumham 

80% 100% √ 

12 Meningkatnya 
Pembinaan 
Perancang 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah Peningkatan 
Kapasitas Pembinaan 
Tenaga Perancang 
Peraturan Perundang-
undangan 

13 Orang 13 Orang √ 

13 Terwujudnya 
Analisis dan 
evaluasi produk 
hukum di wilayah 
serta fasilitasi 
perencanaan perda 

Jumlah analisis dan evaluasi 
produk hukum yang 
dilakukan 

1 Dokumen 1 Dokumen √ 

Jumlah fasilitasi 
perencanaan perda 1 Dokumen 4 Dokumen √ 

14 Terwujudnya 
Pengelolaan 
Keanggotaan 
JDIHN di Wilayah 

Persentase Anggota JDIHN 
yang Dikelola terhadap Total 
Anggota JDIHN di Wilayah 

25% 92.85% √ 

15 Persentase layanan bantuan 
hukum litigasi yang diberikan 82% 100% √ 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

IKK TARGET REALISASI KET 

Meningkatnya 
layanan bantuan 
hukum di wilayah 

terhadap total permohonan 
layanan bantuan hukum 
litigasi 

Persentase layanan bantuan 
hukum non- litigasi yang 
diberikan terhadap total 
permohonan layanan 
bantuan hukum non- litigasi 

80% 100% √ 

16 Meningkatnya desa 
sadar hukum di 
wilayah 

Persentase peningkatan 
Desa/Kelurahan sadar 
hukum yang memenuhi 
kriteria sebagai 
Desa/Kelurahan Binaan 
terhadap total usulan kantor 
wilayah 

70% 69%  

17 Meningkatnya 
Pemerintah Daerah 
yang 
Melaksanakan 
Program Aksi Hak 
Asasi Manusia 
serta Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap Layanan 
Pengaduan Hak 
Asasi Manusia di 
Kewilayahan 

1. Persentase Dugaan 
Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang 
Ditindaklanjuti oleh 
Pemangku Kepentingan 
di Kewilayahan 

50% 100% √ 

2. Persentase K/L/D yang 
mendapatkan diseminasi 
dan Penguatan Hak Asasi 
Manusia terhadap total 
K/L/D di Kewilayahan 

25% 100% √ 

3. Persentase 
Kabupaten/Kota Peduli 
Hak Asasi Manusia 
terhadap Total 
Kabupaten/Kota yang 
Berpartisipasi di Wilayah 

35% 100% √ 

4. Persentase Pelaksanaan 
RANHAM di Kewilayahan 

75% 86% √ 

5. Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan 

3,33 Indeks 3.80 √ 

18 Meningkatnya 
Produk Hukum 
Daerah yang 
Berperspektif Hak 
Asasi Manusia 

Persentase Tanggapan 
terhadap Rekomendasi 
Produk Hukum Daerah 
Berperspektif Hak Asasi 
Manusia yang Ditindaklanjuti 
terhadap Total Rekomendasi 
Produk Hukum Daerah yang 
Disampaikan 

90% 100% √ 

19 Terwujudnya 
kemanfaatan 
rekomendasi 
strategi kebijakan 
hukum dan hak 
asasi manusia di 
wilayah 

Persentase rekomendasi 
strategi kebijakan hukum dan 
hak asasi manusia di wilayah 
yang ditindaklanjuti 80% 50% √ 
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95.15% 

 

Keterangan     
√  = Melebihi Target 
√  = Sesuai Target 
     = Tidak Mencapai Target  

 

Selain capain pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sulawesi Barat juga berhasil dalam capaian kinerja anggaran, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.97% 

UPT 

 

 

AHU IMI BSK BPHN SETJEN HAM PAS KI PP

100 100 99.99 99.99 99.98 99.97 99.83
99.14

98.27

IKPA KANWIL 2024

99.99 99.8 99.75 99.78 99.46 99.29 98.95
98.53

98.12 97.9 97.62

IKPA UPT 2024
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✓ SATKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW 1 
TAHUN 2024 (667794) 

✓ SATKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW I 
TAHUN 2024 (667796) 

✓ SATKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW 1 
TAHUN 2024 (667790) 

✓ SATKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW 1 
TAHUN 2024 (667798) 

✓ SAKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW I TAHUN 
2024 (667799) 

✓ SAKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW I TAHUN 
2024 (667797) 

✓ SAKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW I TAHUN 
2024 (667795) 

✓ SAKER DENGAN AKURASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAKSIMAL PERIODE TW I TAHUN 
2024 (667793) 

✓ SATKER DENGAN NILAI IKPA MAKSIMAL DI LINKGUP KANWIL DJPb TW I 2024  
(KATEGORI PAGU SEDANG, 667793) 

✓ SATKER DENGAN NILAI IKPA MAKSIMAL DI LINKGUP KANWIL DJPb TW I 2024 
(KATEGORI PAGU KECIL 667796) 

✓ SATKER DENGAN NILAI IKPA MAKSIMAL DI LINKGUP KANWIL DJPb TW I 2024 
(KATEGORI PAGU KECIL 667798) 

✓ SATKER DENGAN NILAI IKPA MAKSIMAL DI LINKGUP KANWIL DJPb TW I 2024 
(KATEGORI PAGU BESAR 667798) 
 



ix 
 

 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat telah 

mewujudkan inovasi – inovasi yang berfokus pada percepatan dan kualitas pelayanan 

publik agar dapat dijangkau dan memudahkan masyarakat dalam proses layanan di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat 

Barat. Inovasi – inovasi tersebut merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dalam mendukung sasaran strategis 

terkait Reformasi Birokrasi. Berikut inovasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat selama tahun 2022, antara lain : 

 

1.  Pelayanan Internal 
 

a. Aplikasi SIFORTI : inovasi sistem keamanan yang dibuat untuk 

mengantisipasi ganguan kamtib satuan kerja pemasyarakatan melalui 

penyampaian laporan intelijen harian kepada pimpinan; 

b. Aplikasi SIKEMBAR :   strategi kebijakan dalam rangka pengawasan 

Orang Asing dalam bentuk aplikasi; 

c. Coffe Morning “Missulekka” Setiap Jumat Pagi : Kegiatan untuk 

meningkatkan capaian kinerja dan merubah pola pikir dengan 

memberikan sosialisasi dan pengarahan setiap hari jumat pagi dengan 

cara nonformal yang merupakan implementasi dari Corporate University; 

d. Kegiatan “Mapaccing” Atau (Mari Merapat Cerita-Cerita Peraturan 

Perundang- Undangan : Kegiatan dalam bentuk diskusi, dialog, 

knowledge sharing dengan narasumber mumpuni di bidangnya yang 

diadakan secara berkala untuk meningkatkan kualitas SDM pembentuk 

Peraturan Perundang-undangan serta meminimalkan ego sektoral antar 

lembaga pemerintah di daerah; 

e. Sistem Layanan Monitoring Dan Deteksi Dini  atau SILAMONI : inovasi 

sistem pelaporan deteksi dini pada satuan kerja yang berbasis aplikasi 

website yang mana terdapat instrumen-instrumen yang diisi 

berdasarkan kondisi nyata/real pada Unit Pelaksana Teknis; 

 

2.  Pelayanan Publik 
 

a. sigiatsulbar.kemenkumham.go.id  :  sistem  informasi  berbasis  web  dalam 

menginformasikan seluruh kegiatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham 

Sulawesi Barat (Telah Terduplikasi Oleh Kanwil Sulsel Dengan Nama Igauk 

Sulsel); 
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b. silanot.kemenkumham.go.id : sistem informasi berbasis web dalam 

pelaporan notaris; 

c. Tim    Pattindro    Kekayaan    Intelektual    :    bertujuan    untuk    melakukan 

penyebarluasan dan pendiseminasian KI, memfasilitasi pendaftaran KI, 

media sosialisasi dan promosi, pendukung koordinasi dengan instansi 

terkait serta pendampingan masyarakat yang berhadapan hukum terkait 

Kekayaan Intelektual; 

d. MOU dengan Ombudsman : melakukan penandatanganan Kerjasama dalam 

peningkatan pengawasan pelayanan publik agar lebih tepat sasaran dan 

lebih baik; 

e. Aplikasi  Percepatan  permohonan  harmonisasi  Ranperda  dengan  tujuan 

mengalihmediakan berkas manual menjadi berkas elektronik agar 

mempercepat permohonan harmonisasi ranperda dengan stakeholder 

(Sementara Proses); 

3.  Sarana dan prasarana 
 

a. Ruang Layanan Terpadu ; fasilitas pemberian layanan kepada masyarakat 

melalui 1 (satu) pintu layanan; 

b. Telepon Layanan Pengaduan ; memberikan kemudahan dalam memberikan 

pengaduan yang telah dialami oleh masyarakat yang langsung ditangani 

oleh Kepala Kantor Wilayah; 

c. ALO TALKS (Podcast Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Sulawesi Barat) : media komunikasi dan hiburan dalam 

penyampaian informasi kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami 

tentang tugas dan fungsi Kantor Wilayah; 

d. Ruang Laktasi : memfasilitasi kebutuhan pegawai maupun masyarakat yang 

datang ke Kantor Wilayah jika ingin memberikan ASI terhadap anaknya; 

Tempat Bermain Anak : memfasilitasi kebutuhan pegawai maupun 

masyarakat yang datang ke Kantor Wilayah jika membawa anak; 

e. Pojok Baca : memfasilitasi masyarakat yang menunggu dilayani oleh Kantor 

wilayah; 

f. Aula  Pengayoman  :  memfasilitasi  dalam  mengakomodir  kegiatan-

kegiatan yang membutuhkan ruangan besar agar lebih efektif dan efisien 

dalam melaksanakan kegiatan; 
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g. Ruang  Rapat  Modern  :  memfasilitasi  kegiatan  Kantor  Wilayah  dalam 

mengadakan rapat sebagai kenayamanan pegawai dalam melaksanakan 

kegiatan rapat; 

h. Ruang Legal Drafting : memfasilitasi perancang dalam menyusun Raperda 

maupun kegiatan harmonisasi yang mengundang stakeholder; 

i. Smoking Area : memfasilitasi pegawai yang sering merokok agar tidak 

mengganggu kinerja pegawai yang lain. 

 

 

Berdasarkan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” yaitu Profesional, 

Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif dan dikolaborasikan dengan tata   nilai   

Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penunjang pelayanan publik serta 

mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian    Hukum dan Hak Asasi Manusia 

memiliki MASKOT WBK WBBM yang diberi nama SI ALO berikut penjelasannya tertuang 

dalam gambar sebagai berikut : 
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT              

BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada Peraturan 

Perundang - undangan dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang 

mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan, baik untuk jangka panjang 

yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangungan Jangka Panjang), jangka menengah 

atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)  dan jangka pendek 

disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah satu 

institusi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan Negara.  Sebagai unsur pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM berperan 

serta dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaaan 

penegakan hukum dan HAM.  Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dipimpin 

oleh seorang Menteri Hukum dan HAM  serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden 

Republik Indonesia.   

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, 

diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

mengintegrasikan dari sistem perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang 

kemudian dituangkan dalam laporan kinerja.  

Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut 

didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya 

merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen 

untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan: 

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat 

dan lingkungannya; 

2. Mewujudkan transparan pada Instansi Pemerintah; 

3. Mewujudkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional; 

4. Memelihara kepercayaan masyarakat keapda pemerintah. 

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap Instansi 

Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja 

(Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) yang secara sistematis akan mengarahkan Instansi Pemerintah 

dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan 

pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya. 

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

serta anggaran (DIPA).   

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat 

sebagai instansi yang menyelenggarakan sebagian fungsi Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia di tingkat wilayah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setelah 

berakhirnya tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis 

sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.  

Oleh  karena  itu  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  

Sulawesi Barat  sebagai unsur penyelenggara negara, harus pula 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP). Diharapkan penyusunan LKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Sulawesi  Barat  Tahun  2024 mampu menggambarkan keberhasilan / 



 

LKJIP KANWIL SULBAR TAHUN ANGGARAN 2024 3 

 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT              

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022. 

Dalam penyusunan LKjIP ini di gunakan juga dasar hukum yang menjadi dasar 

dalam melaporkan kinerja Kantor Wilayah sebagai berikut: 

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Pemerintah;  

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;  

5. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;  

8. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024; 

10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-

06.OT.01.01 Tahun 2021 Tetang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham 

Tahun 2021-2024; 

11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang 

Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Tahun 2024. 
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B. TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI 

1. Kedudukan Kantor Wilayah  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Adapun kedudukan Kantor Wilayah adalah 

sebagai berikut: 

a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya 

disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

b) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala; 

c) Kepala   Kantor   Wilayah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. 

 

2. Tugas Kantor Wilayah 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah mempunyai tugas 

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian  Hukum dan  Hak Asasi Manusia dalam  

wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

3. Fungsi Kantor Wilayah 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 

b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, dan hak kekayaan 

intelektual, dan pemberian informasi hukum; 

c) Pelaksanaan   fasilitasi   perancangan   produk   hukum   daerah, 

pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan 

bantuan hukum; 
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d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan 

pemasyarakatan; 

e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan 

penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak 

asasi manusia; dan 

f) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. 

 

4. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah terdiri dari 4 (empat) Divisi, yaitu : 

 

1. Divisi Administrasi 

Mempunyai tugas melaksanakan tugas Kantor Wilayah di bidang 

pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi 

menyelenggarkan fungsi : 

a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; 

b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan 

anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; 

c) Pengoordinasian   fasilitas   penataan   organisasi,   tata   laksana   dan 

reformasi birokrasi; 

d) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan 

keuangan dan barang milik negara; 

e) Pengoordinasian  dan  pelaksanaan  hubungan  masyarakat,  protokol, 

pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi; 

f) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya 

manusia di lingkungan Kantor Wilayah; 
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g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor 

Wilayah. 

Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian: 

a) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat 

Bagian Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, 

kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan 

reformasi birokrasi, protokol, hubungan kerjasama masyarakat, pelayanan 

pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data serta 

evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian 

Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan 

fungsi : 

• Penyiapan koordinasi dan penyusuanan rencana dan program dan 

anggaran; 

• Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana 

dan reformasi birokrasi; 

• Penyiapan   koordinasi   dan   pelaksanaan   protokol,   hubungan 

masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan; 

• Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data dan; 

• Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan. 

Bagian Penyusunan Program dan Humas terdiri dari: 

1)  Sub Bagian Program dan Pelaporan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitiasi 

penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, 

evaluasi dan penyusunan laporan. 
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2)  Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan 

Teknologi Informasi 

Mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, 

penyiapan bahan fasilitiasi reformasi birokrasi, kerjasama, pelayanan 

pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. 

b) Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan 

pengelolaan pengembangan sumber daya manusia serta urusan tata 

usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

• Penyiapan koordinasi dan pelaksaan urusan kepegawaian; 

• Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik 

negara; 

• Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya 

manusia; dan 

• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Bagian Umum terdiri dari: 

1) Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga  

Mempunyai   tugas   melakukan   penyiapan   bahan   koordinasi, 

pelaksanaan    urusan    kepegawaian,   koordinasi    pelaksanaan 

pengelolaan  pengembangan  kompetensi  sumber  daya  manusia 

serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. 

2)  Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara  

Mempunyai   tugas   melakukan   penyiapan   bahan   koordinasi, 

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. 
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2. Divisi Pemasyarakatan 

Mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 

a) Pembinaan dan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang 

pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan 

kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan 

kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, 

pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan 

dan ketertiban;  

b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan 

latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, 

teknologi informasi, dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan 

kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan 

negara serta keamanan dan ketertiban; 

c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi 

Pemasyarakatan; 

d) Penggordinasian    perencanaan    dan    pelaksanaan    pengelolaan sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di 

lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. 

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari: 

a)   Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi 

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja 

produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi 

informasi dan kerjasama. 



 

LKJIP KANWIL SULBAR TAHUN ANGGARAN 2024 9 

 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT              

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan dan 

Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi : 

• Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis 

di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan 

kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan 

Kerjasama; 

• Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan 

laporan   pelaksanaan   tugas   teknis   di   bidang   pembinaan 

narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan 

pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.  

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi terdiri dari: 

1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan 

Kerjasama 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, 

evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang 

pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi 

dan kerja sama. 

2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas melakukan penyiapan bahan 

pembinan dan pengendalian pelaksaan tugas teknis, kerja sama, 

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas 

teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. 

 

b) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan 

Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan 

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan 

Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 
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teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas 

teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, 

pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan 

dan ketertiban. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Tahanan, 

Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan 

Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi : 

• Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan 

rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara 

serta keamanan dan ketertiban; dan 

• Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, 

perawatan Kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan 

barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban. 

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan 

Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri dari: 

1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan 

Rehabilitasi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,  

evaluasi serta penyusunan  laporan pelaksanaan tugas teknis di 

bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. 

2) Subbidang  Pengelolaan  Benda  Sitaan,  Barang  Rampasan 

Negara, dan Keamanan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,  

evaluasi serta penyusunan  laporan pelaksanaan tugas teknis di 

bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta 

keamanan dan ketertiban. 
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3. Divisi Keimigrasian 

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segala tugasnya 

Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi : 

a) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di  

bidang  perizinan,  pemberian persetujuan  perizinan,  sistem dan teknologi 

informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian; 

b) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan 

perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan 

penindakan keimigrasian; 

c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi 

Keimigrasian; dan 

d) Pengkoordinasian    perencanaan    dan    pelaksanaan pengelolaan sumber  

daya  manusia,  sarana  dan prasarana, serta administrasi keuangan di 

lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi 

dengan Divisi Administrasi. 

Divisi Keimigrasian terdiri atas: 

a) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian 

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan 

informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, 

pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Dalam Pelaksanaan 

tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi : 

• Pelaksanaan,   pembinaan,   pengendalian   dan   pengawasan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan 

perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi 

informasi keimigrasian; 
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• Pelaksanaan,  pemantauan,  evaluasi  dan  penyusunan  laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan 

perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi 

informasi keimigrasian. 

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas: 

1) Subbidang Perizinan Keimigrasian 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, 

dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, 

evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang 

perizinan Keimigrasian. 

2) Subbidang Informasi Keimigrasian 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, 

dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, 

evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang 

sistem dan teknologi informasi Keimigrasian. 

 

b) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, 

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang 

intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi : 

• Pelaksanaan    pembinaan,    pengendalian    dan    pengawasan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan 

penindakan keimigrasian; dan 

• Pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan  penyusunan  laporan tugas 

teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 
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Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas: 

1) Subbidang Intelijen Keimigrasian 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan 

pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang 

intelijen dan pengawasan keimigrasian. 

2) Subbidang Penindakan Keimigrasian. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan 

keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan 

penindakan keimigrasian. 

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan 

di wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak 

Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi : 

• Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang 

pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan 

pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum 

• Daerah,    fasilitasi    analisis    dan    evaluasi    hukum    di    

daerah,pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, 

pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum 

dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta 

pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang 
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peraturan perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat 

fungsional tertentu lainnya; 

• Pelaksanaan  kerja  sama,  pemantauan,  evaluasi,  dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan 

kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan 

produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah,  

pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian 

pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, 

pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan 

perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional 

tertentu lainnya;  

• Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi 

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

• Pengoordinasian     perencanaan     dan     pelaksanaan pengelolaan sumber  

daya  manusia,  sarana  dan prasarana, serta administrasi keuangan di 

lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. 

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: 

a) Bidang Pelayanan Hukum 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 

tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan 

kekayaan intelektual. 

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas : 

1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian     pelaksanaan     tugas     teknis,     kerja     sama, 

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas  
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teknis  di  bidang  pelayanan  permohonan  pendaftaran fidusia,  

administrasi  pengawasan  Notaris,  kewarganegaraan, pembinaan   

penyidik   pegawai   negeri   sipil,   pengoordinasian mengenai partai politik, 

serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

2)  Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual 

Mempunyai tugas   melakukan   penyiapan   bahan   pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, 

evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang 

penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan 

penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi 

kekayaan intelektual komunal. 

b) Bidang Hukum 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 

tugas teknis, kerja sama, pemantauan,  evaluasi,  serta penyusunan     laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui 

penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi 

hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk 

hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan 

teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang 

peraturan perundang-undangan di wilayah. 

Bidang Hukum terdiri atas: 

1) Subbidang  Fasilitasi  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, 

serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi 

analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program 

pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi 

penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi 

pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan 
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produk hukum daerah    serta bimbingan teknis, pembinaan, dan 

pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah. 

2) Subbidang   Penyuluhan   Hukum,   Bantuan   Hukum,   dan Jaringan 

Dokumentasi Informasi Hukum. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, 

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis 

di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan 

hukum, dan jaringan dokumentasi    informasi    hukum, bimbingan teknis, 

pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. 

c) Bidang Hak Asasi Manusia 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 

tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi 

manusia, informasi hak  asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan 

pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi 

manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, 

dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian 

hukum dan hak asasi manusia. 

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas: 

1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, 

serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi 

dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen 

hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana 

aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak 

asasi manusia. 
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2) Subbidang   Pengkajian,   Penelitian   dan   Pengembangan Hukum 

dan Hak Asasi Manusia 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,  evaluasi 

serta penyusunan  laporan pelaksanaan tugas   teknis   di   bidang   

pengkajian, penelitian,   dan pengembangan   serta   pengelolaan   data dan 

informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Sturktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM 
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Dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan sasaran  kinerja  yang  telah ditetapkan, 

pelaksanaan program da kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Sulawesi Barat didukung oleh Sumber Daya Manuisa yang memiliki 

professionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawain  (SIMPEG) Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat per tanggal 30 Desember 2024 

menunjukkan terdapat 644 Pegawai yang tersebar di 12 Satuan Kerja termasuk Kantor 

Wilayah. Berikut adalah jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat per 31 Desember 2024. 

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 

NO. SATUAN KERJA 

JUMLAH PEGAWAI 

TOTAL GOLONGAN  

II III IV 

1. Kantor Wilayah 29 79 17 118 

2. Kanim Kelas II Non TPI 

Polewali Mandar 
8 26 0 34 

3. Kanim Kelas II Non TPI Mamuju 2 22 0 24 

NO SATUAN KERJA 
JUMLAH PEGAWAI 

PRIA WANITA TOTAL 

1. Kantor Wilayah 81 37 118 

2. Kanim Kelas II Non TPI Polewali 

Mandar 

28 6 34 

3. Kanim Kelas II Non TPI Mamuju 21 3 24 

4. Lapas Kelas IIB Polewali 70 19 89 

5. LPKA Kelas II Mamuju 31 6 37 

6. Rutan Kelas IIB Mamuju 50 8 58 

7. Rutan Kelas IIB Majene 50 16 66 

8. Rutan Kelas IIB Pasangkayu 54 6 60 

9. LPP Kelas III Mamuju 18 38 56 

10. Lapas Kelas III Mamasa 43 3 46 

11. Bapas Kelas II Polewali 32 8 40 

12. Rupbasan Kelas II Mamuju 13 3 16 

JUMLAH 491 153 644 
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NO. SATUAN KERJA 

JUMLAH PEGAWAI 

TOTAL GOLONGAN  

II III IV 

4. Lapas Kelas IIB Polewali 45 42 2 89 

5. LPKA Kelas II Mamuju 22 14 1 37 

6. Rutan Kelas IIB Mamuju 39 18 1 58 

7. Rutan Kelas IIB Majene 36 29 1 66 

8. Rutan Kelas IIB Pasangkayu 48 12 - 60 

9. LPP Kelas III Mamuju 49 6 1 56 

10. Lapas Kelas III Mamasa 37 9 - 46 

11. Bapas Kelas II Polewali 7 32 1 40 

12. Rupbasan Kelas II Mamuju 10 6 - 16 

JUMLAH 325 295 24 644 

 

1.3 Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 

NO SATUAN KERJA 

JUMLAH PEGAWAI  

TOTAL 
STRATA PENDIDIKAN   

SMA DIII/
DIV 

S1 S2 S3 

1. Kantor Wilayah 28 6 65 17 2 118 

2. Kanim Kelas II Non 
TPI Polewali Mandar 

4 6 19 5  
34 

3. Kanim Kelas II Non TPI Mamuju 2 3 16 3  24 

4. Lapas Kelas IIB Polewali 50 3 34 2  89 

5. LPKA Kelas II 
Mamuju 

21 4 11 1  
37 

6. Rutan Kelas IIB 
Mamuju 

43 4 9 2  
58 

7. Rutan Kelas IIB 
Majene 

42 4 19 1  
66 

8. Rutan Kelas IIB 
Pasangkayu 

46 2 11 1  
60 

9. LPP Kelas III Mamuju 49 2 4 1  56 

10. Lapas Kelas III 
Mamasa 

38 4 4 -  
46 

11. Bapas Kelas II Polewali 8 - 30 2  40 

12. Rupbasan Kelas II 
Mamuju 

12 1 3 -  
16 

JUMLAH 343 39 225 35 2 644 
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5. Satuan Kerja Kantor Wilayah 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat mempunyai 11 Satuan Kerja yang 

terbagi di beberapa Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat yang diantaranya 

Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah dan 

Mamuju Utara (Pasangkayu) dan hanya Kabupaten Mamuju Tengah yang tidak 

memiliki Satuan Kerja, sehingga Kantor Wilayah berkewajiban melakukan 

pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan 

Kerja di daerah tersebut. Adapun Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat diantaranya : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Persebaran UPT Kanwil Sulawesi Barat 

 

Kab. Mamuju
5 UPT 

Kab. Majene

1 UPT

Kab. Polewali
Mandar 
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Mamuju
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Tidak ada

Kab. Mamasa

1 UPT

Mamuju
Utara 
1 UPT

1. Kanim Kelas II Non TPI 

Mamuju; 

2. Rutan Mamuju Kelas IIB 

Mamuju; 

3. LPKA Kelas II Mamuju; 

4. LPP Kelas III Mamuju; 

5. Rupbasan Kelas II Mamuju. 

Rutan Kelas IIB Majene 

1. Kanim Kelas II Non TPI Polman; 

2. Lapas Kelas IIB Polewali; 

3. Bapas Kelas II Polewali 

Rutan Kelas IIB Pasangkayu 

Lapas Kelas III Mamasa 
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C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) adalah: 

1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan/kinerja pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat; 

2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat secara 

khusus dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara 

umum; 

3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat; 

4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat secara 

berkesinambungan; 

5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya; 

6. Mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi 

Barat untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan fungsinya secara baik dan 

trasnparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 

D. ASPEK STRATEGIS  

Aspek Strategis yang disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi 

dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu : 

1) Mewujudkan Peraturan Perundang – Undangan yang harmonis yang sejalan dengan 

kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan 

strategi : 

• Reformasi   regulasi   melalui   kegiatan   pengharmonisasian,pembulatan  dan  

pemantauan  konsepsi rancangan  Peraturan Perundang – Undangan; 
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• Peningkatan    kompetensi    tenaga    Perancang    Peraturan Perundang – 

Undangan; 

• Peningkatan      koordinasi      antar      Kementerian/Lembaga/ Stakeholders 

dalam rangka meminimalisir ego sectoral terkait pembentukan regulasi; 

• Penguatan  peran  masyarakat  dalam  memberikan  masukan terhadao 

rancangan Peraturan Perundang – Undangan yang sedang disusun; 

• Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik  dengan memperhatikan 

Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA); 

• Mempercepat proses integrasi database Peraturan Perundang – Undangan 

berbasis TI melalui JDIHN; 

• Melakukan penelitian di bidang KI dan AHU serta mendukung pembangunan 

Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN). 

2) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan 

dengan beberapa strategi: 

• Layanan di Bidang Administrasi Hukum Umum 

Pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pelayanan jasa AHU, pengembangan 

sistem database terpadu berbasis elektronik, penguatan kerangka hukum serta 

peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung 

penyelenggaraan layanan AHU dan otoritas pusat. 

• Layanan di Bidang Keimigrasian 

Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan 

memanfaatkan TI, memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada 

masyarakat, penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik serta membuat 

kebijakan yang ramah investasi. 

• Layanan di Bidang Kekayaan Intelektual 

Modernisasi layanan HCDI, Merk, dan Indikasi Geografis serta Paten, DTLST 

dan RD, modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui 

pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan 

pengembangan skema pencegahan. 

• Layanan di Bidang Pemasyarakatan 
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Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan mutu 

pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi, optimalisasi pemanfaatan TI, 

membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan denngan 

memanfaatkan TI. 

3) Mendorong  inovasi  kreativitas  masyarakat  dengan  strategi ekstensifikasi kerja 

sama dan pemberdayaan KI melalui Knowledge Transfer sebagai penerapan 

Corporate University serta penguatan manajemen  pengetahuan  KI  berbasis TIK  

melalui  pembangunan platform digital KI; 

4) Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan 

pemberian izin pendirian badan usaha; 

5) Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia 

seutuhnya,  menyadari  kesalahan  dan  memperbaiki  diri. Adapun strategi yang 

diusulkan dengan mengatasi overcrowding, mengatasi jaringan peredaran narkoba 

dan optimalisasi program rehabilitasi, penguatan kualitas dan kuantitas petugas 

pemasyarakatan, rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL, Pendidikan penyetaraan kejar 

paket dan wajib belajar 12 tahun bagi anak; 

6) Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA dengan 

strategi peningkatan kerja sama intelijen Keimigrasian, optimalisasi LHI, 

pengembangan interkoneksi SIMKIM, perluasan implementasi Border Control 

Management di TPI dan PLBN, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di 

TPI, pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas, implementasi QR Code dalam 

rangka pengawasan Orang Asing di TPI; 

7) Terlindunginya Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan strategi melaksanakan 

RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan melibatkan seluruh 

K/L dan Pemerintah Daerah, mendorong percepatan penyelesaian kasus – kasus 

pelanggaran HAM, meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan 

dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Menyusun kebijakan/peraturan Perundang – 

Undangan yang berspektif HAM, meningkatkan kerja sama, meningkatkan sarana dan 

prasarana. 

8) Meningkatkan nilai – nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta 

akses keadilan dilaksanakan dengan strategi : 
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• Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan 

permasalahan hukum yang terjadi di wilayah; 

• Mengembangkan  pola  dan  metode  penyuluhan hukum yang dapat mendukung 

peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat; 

• Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan 

karir serta kompetensi penyuluh hukum; 

• Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin. 

9) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak 

mempunyai dokumen sesuai prosedur dilaksanakan dengan strategi penguatan 

sarana prasarana di LPBN, implementasi laboratorium forensic keimigrasian di PLBN, 

pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas, peningkatan kerja sama Intelijen 

Keimigrasian, pemberlakukan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai 

indikator pengukur capaian kinerja, peningkatan kerja sama Keimigrasian, 

peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT; 

10) Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas / Rutan dilaksanakan 

dengan strategi melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan 

Lapas/Rutan, meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan, 

meningkatkan Kerjasama, pemanfaatan TI, implementasi kerja sama kontra intelijen 

dan kotra narasi; 

11) Terwujudnya  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  menjadi  organisasi 

solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dilakukan dengan beberapa strategi: 

• Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif 

Meningkatkan nilai SAKIP, meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB), penataan 

kelembagaan, peningkatan pengelolaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas 

penyusunan laporan keuangan, menyusun kebijakan pengelolaan BMN, 

meningkatkan pelayanan pengadaan barang / jasa, menjaga; 

• Strategi untuk Pengawasan Intern 

Pelaksanaan pengawasan intern berbasis resiko, meningkatkan peran 

Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting, meningkatkan 

pengelolaan keuangan Kementerian, membangun komitmen terhadap organisasi, 

melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas, melakukan sosialisasi dan 
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pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 

2019, menyusun strategi anti korupsi, mengintegrasikan SIMWAS dan 

pengembangan Audit Teknologi Informasi. 

• Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Melaksanakan audiensi Bersama Unit Eselon I, meningkatkan akses publik, 

meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah, melaksanakan survey penilaian 

kualitas pelayanan public pada Satuan Kerja, melakukan pemetaan dan evaluasi 

SDM. 

• Strategi Pengembangan SDM 

Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Corporate University, mengintegrasikan pengembangan 

kompetensi melalui pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Corporate University dengan seluruh Unitu Eselon I dan Kantor Wilayah. 

 

E. ISU STRATEGI 

Isu Strategis yang di hadapi Kantor Wilayah di antaranya : 

1. Kurang optimalnya pengetahuan Masyarakat terhadap jenis-jenis layanan pada Kantor 

Wilayah; 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitas pelayanan berbasis IT pada 

Kantor Wilayah  

3. Keadaan Geografis yang menjadi penghalang dalam memberikan layanan  

4. Rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hukum dan HAM; 

5. Masyarakat kurang memahami alur pengaduan pelanggaran yang penanganannya 

berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat; 

6. Kurangnya pelaporan tentang pelanggaran Hukum dan HAM di Sulawesi Barat; 

7. Kurangnya kerjasama antara instansi terkait; 

8. Adanya berita negatif yang menghilangkan kepercayaan masyarakat. 

 

F. SISTEMATIKA PELAPORAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat periode tahun 2021  berpedoman 
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pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah yaitu :  

KATA PENGANTAR :         

Menyajikan   gambaran   singkat   sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024. 

IKHTISAR EKSEKUTIF :        

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian   Hukum   dan Hak Asasi 

Manusia Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024. 

BAB I      PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan 

struktur organisasi, Satuan Kerja, permasalahan, maksud dan tujuan, landasan 

hukum serta sistematika laporan. 

BAB II     PERENCANAAN KINERJA 

Menjelaskan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat 

Tahun Anggaran 2024. 

BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA 

Menguraikan dan menganalisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja 

maupun Penyerapan Anggaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun Anggaran 

2024. 

BAB IV    PENUTUP 

Memberikan kesimpulan secara menyeluruh terhadap Laporan Kinerja Kantor 

Wilayah Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 

Anggaran 2024 serta rencana tindak lanjut yang berupa upaya/strategi dalam 

meningkatkan capaian kinerja tahun 2025. 



BAB II 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

Sesuai  arahan  RPJPN  2005  –  2025, sasaran  pembangunan  jangka 

menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, 

adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam 

RPJPN 2005 – 2025, maka RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan ke empat 

(terakhir). Terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025 untuk 

mencapai tujuan utama dari rencanan pembangunan Nasional periode akhir, yaitu : 

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 

3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; 

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. 

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020 – 2024 

adalah “Indonesia Yang Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil 

dan Berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang 

dicanangkan adalah: 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; 

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar; 

6. Membangun  lingkungan  hidup,  meningkatkan  ketahanan  bencana  dan 

perubahan iklim; 

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 
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Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

wajib melaksanakan  pembangunan  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  sesuai  dengan  

tugas  dan      fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. 

Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dimaknai sebagai Tindakan atau kegiatan yang 

dimaksudkan untuk membentuk kehidupan Hukum dan Hak Asasi Manusia ke arah 

yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan – kegiatan 

pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di lakukan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan 

kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang 

dilaksanakan Lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu 

dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020 – 2024. 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 

2020 – 2024 merupakan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri 

PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 – 2024. 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan 

memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

mungkin timbul. Rencana strategis disusun untuk menghadapi persoalan yang 

mungkin timbul dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Rencana 

strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan 

mengintegrasikan antara keahlian sumber daya  manusia (SDM) dan sumber daya lain 

agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan 

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana 

strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga 

mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, Internal Business Process, 

Learning dan Growth serta Financial sehingga dapat mengarahkan anggota / 

organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun 
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operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan / 

kegagalannya. 

1. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi 

  Visi  

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam  kurun 

waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas 

sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi 

harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan 

melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat 

menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi 

adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh 

masyarakat. 

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 

2020 – 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 

2020 – 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden 

K.H Ma’ruf Amin adalah : 

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi 

Pembangunan yang dikenal dengan Nawacita ke dua yaitu : 

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

f. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan 

terpercaya; 

g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

setiap warga; 

h. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; 

i. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 
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Adapun 5 (lima) arahan utama yang di tetapkan Presiden sebagai strategi 

dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 

(Indonesia Maju) adalah : 

a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di dukung dengan Kerjasama 

industri dan talenta global; 

b. Melanjutkan  pembangunan  infrastruktur  untuk  menghubungkan produksi 

dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, 

mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai 

tambah perekonomian rakyat; 

c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus 

Law, terutama menerbitkan 2 Undang – Undang. Pertama, UU Cipta 

Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM; 

d. Memprioritaskan  investasi  untuk  penciptaan  lapangan  kerja, 

memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan 

eselonisasi; 

e. Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya 

saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi 

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai bagian dari Pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya 

visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka 

ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 

adalah : 

 

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia  Yang Andal, Profesional, Inovatif 

dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepala 

Presiden dan Wakil Presiden Untuk 

Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan 

Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 
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 Misi  

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia    melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden point (f) 

yaitu Penegakan Sistem Hukum  yang bebas dari korupsi bermartabat dan  

terpercaya, misi point (g) yaitu Perlindungan bagi segenap  bangsa dan 

memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi point (h) yaitu 

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi 

Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sebagai berikut : 

a. Membentuk Peraturan Perundang – Undangan yang berkualitas dan 

melindungi kepentingan nasional; 

b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas; 

c. Mendukung   penegakan   hukum   di   bidang   Kekayaan   Intelektual, 

Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang 

bebas dari Korupsi, bermanfaat dan terpercaya;  

d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia yang berkelanjutan; 

e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan 

Pemasyarakatan;  

g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi 

birokrasi dan kelembagaan. 

Tujuan Organisasi 

Dalam penyusunan Rencana Strategis, tujuan adalah kondisi yang akan 

atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan akan menjadi acuan dalam 

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang 

telah dirumuskan, maka tujuan yang akan di capai oleh Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia periode 2020 – 2024 adalah : 

a. Mewujudkan Peraturan Perundang – Undangan yang harmonis yang 

sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; 

b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia yang 

prima; 
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c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat; 

d. Terlindunginya Hak Asasi Manusia; 

e. Meningkatkan nilai – nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta 

akses keadilan;  

f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WN/WNI 

yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan 

keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; 

g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan 

terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

 

2. Sasaran Strategis dan Tata Nilai 

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh 

Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome / impact dari beberapa 

tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. 

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian 

Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan 

seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dari hasil inventarisasi strategi, 

disepakati Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum 

dan HAM Tahun  2024 adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis 

Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

Kegiatan 7.1558-Pengelolaan 
Administrasi dan Faslititatif Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

 16.639.184.
000 

Divisi 
Administrasi 

Sasaran Kegiatan I (SK 1558.1) 
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 

 

   

ISK 
1558.1.1 

Persentase Pelaskana 
Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di lingkup Kantor 

100%   
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Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM 

ISK 
1558.1.2 

Indeks Kepuasan Unit Kerja 
lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 
terhadap layanan 
Kesekretariatan 

3,1 
Indeks 

  

     

Kegiatan 29.5252-Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan di Wilayah 

 646.924.00
0 

Divisi 
Pemasyarakatan 

Sasaran Kegiatan I (SK 5252.1) 
Meningkatnya Pelayanan Perawatan 
Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian 
Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas 
Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi 
Narkotika di wilayah 

   

ISK 
5252.1.1 

Persentase pemenuhan 
layanan makanan bagi 
Tahanan /Narapidana/Anak 
sesuai dengan standar 

85 %   

ISK 
5252.1.2 

Persentase Tahanan 
/Narapidana/Anak 
mendapatkan layanan 
kesehatan (preventif) secara 
berkualitas 

95 %   

ISK 
5252.1.3 

Persentase Tahanan dan 
Narapidana perempuan (ibu 
hamil dan menyusui) 
mendapat akses layanan 
kesehatan maternal 

98 %   

ISK 
5252.1.4 

Persentase 
Tahanan/Narapidana/Anak 
yang mengalami gangguan 
mental dapat tertangani 

90 %   

ISK 
5252.1.5 

Persentase 
tahanan/narapidana lansia 
yang mendapatkan layanan 
kesehatan sesuai standar 

90 %   

ISK 
5252.1.6 

Persentase 
tahanan/narapidana/anak 
berkebutuhan khusus 
(Disabilitas) yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan sesuai standar 

90 %   

ISK 
5252.1.7 

Persentase keberhasilan 
penanganan penyakit menular 
HIV-AIDS (ditekan jumlah 
virusnya) dan TB Positif 
(berhasil sembuh) 

90 %   

ISK 
5252.1.8 

Persentase perubahan kualitas 
hidup 

29 %   
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Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

pecandu/penyalahguna/korban 
penyalahgunaan narkotika 

ISK 
5252.1.9 

Progres Perizinan klinik pada 
Lapas/Rutan/LPKA 

25%   

Sasaran Kegiatan 2 (SK 5252.2) 
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan 
Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan 
dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi  

   

ISK 
5252.2.1 

Persentase narapidana yang 
memperoleh nilai baik dengan 
predikat memuaskan pada 
instrument penilaian 
kepribadian 

75 %   

ISK 
5252.2.2 

Persentase narapidana yang 
mendapatkan hak remisi 

100 %   

ISK 
5252.2.3 

Persentase narapidana yang 
mendapatkan hak integrasi 

90%   

ISK 
5252.2.4 

Persentase Narapidana yang 
berubah perilakunya menjadi 
Sadar, Patuh dan Dispilin 

75 %   

ISK 
5252.2.5 

Persentase narapidana yang 
memperoleh Pendidikan dan 
pelatihan vokasi bersertifikasi 

34 %   

ISK 
5252.2.6 

Persentase narapidana yang 
bekerja  

55 %   

Sasaran Kegiatan 3 (SK 5252.3) 
Terwujudnya penegakan hukum 
Pemasyarakatan di Wilayah 

   

ISK 
5252.3.1 

Indeks Penegakan Hukum 
Pemasyarakatan di Wilayah 

3,6 
Indeks 

  

Sasaran Kegiatan 4 (SK 5252.4) 
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan 
Ketertiban di wilayah sesuai standar 

   

ISK 
5252.4.1 

Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti sesuai standar 

90 %   

ISK 
5252.4.2 

Persentase gangguan kamtib 
yang dapat dicegah 

90 %   

ISK 
5252.4.3 

Persentase kepatuhan dan 
disiplin terhadap tata tertib 
oleh 
Tahanan/Narapidana/Anak 
pelaku gangguan kamtib 

90 %   

ISK 
5252.4.4 

Persentase pemulihan kondisi 
keamanan pasca gangguan 
kamtib secara tuntas 

90 %   

Sasaran Kegiatan 5 (SK 5252.5) 
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan 
Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan 
Anak di wilayah sesuai standar 

   



  

LKJIP KANWIL SULBAR TAHUN ANGGARAN 2024 35 

 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT                 

Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

ISK 
5252.5.1 

Persentase Anak Binaan yang 
mengikuti kegiatan Pendidikan 
keterampilan dan bersertifikat 

85 %   

ISK 
5252.5.2 

Persentase Anak Binaan yang 
memperoleh hak integrasi 

100 %   

ISK 
5252.5.3 

Persentase Anak Binaan yang 
memperoleh Hak Pengasuhan 
sesuai standar 

100 %   

ISK 
5252.5.4 

Persentase anak Binaan yang 
mengikuti pendidikan formal 
dan non formal 

100 %   

ISK 
5252.5.5 

Persentase anak Binaan yang 
mendapatkan hak remisi 

99%   

ISK 
5252.5.6 

Persentase anak Binaan yang 
mengikuti Pendidikan dan 
pengentasan anak 

100%   

Sasaran Kegiatan 6 (SK 5252.6) 
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di 
wilayah sesuai standar 

   

ISK 
5252.6.1 

Persentase menurunnya 
tahanan yang overstaying 

5%   

ISK 
5252.6.2 

Persentase Tahanan yang 
memperoleh Layanan 
Kepribadian 

90 %   

ISK 
5252.6.3 

Persentase Tahanan yang 
memperoleh Layanan 
Penyuluhan Hukum 

100 %   

Sasaran Kegiatan 7 (SK 5252.7) 
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan 
Basan Baran di wilayah sesuai standar 

   

ISK 
5252.7.1 

Persentase benda sitaan dan 
barang rampasan yang terjaga 
kualitas dan kuantitasnya 

90 %   

ISK 
5252.7.2 

Persentase benda sitaan dan 
barang rampasan yang 
dikeluarkan berdasarkan 
putusan yang berkuatan 
hukum tetap 

100 %   

Sasaran Kegiatan 8 (SK 5252.8) 
Meningkatnya pelayanan pembimbingan 
klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak 
pendidikan klien anak pada luar lembaga di 
wilayah sesuai standar 

   

ISK 
5252.8.1 

Persentase klien usia produktif 
yang bekerja melalui 
Kelompok Masyarakat 
(Pokmas) maupun di luar 
Pokmas yang berkuatan 
Hukum Tetap 

70%   
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Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

ISK 
5252.8.2 

Persentase menurunya Anak 
yang mendapatkan putusan 
pidana penjara  

50%   

ISK 
5252.8.3 

Presentase Klien 
Pemasyarakatan yang 
Memperoleh Dokumen 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) dalam Rangka 
Program Reintegrasi Sosial  

100%   

Kegiatan 31.5254-Penyelenggaran 
Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan 
dan Penegakan Hukum Keimigrasian di 
Wilayah 

 2.161.016.0
00 

 

Sasaran Kegiatan 1 (SK 5254.1) 
Optimalnya penegakan Hukum 
Keimigrasian di Kewilayahan 

   

ISK 
5254.1.1 

Persentase Penegakan 
Hukum Pro Yustisia di 
Kewilayahan yang ditangani 

90%   

ISK 
5254.1.2 

Persentase Tindakan 
Administrasi Keimigrasian di 
Kewilayahan yang ditangani 

90%   

Sasaran Kegiatan 2 (SK 5254.2) 
Meningkatnya layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan  

   

ISK 
5254.2.1 

Persentase layanan 
Keimigrasian yang 
diselesaikan terhadap Total 
Permohonan Layanan 
Keimigrasian di Kewilayahan 
yang diterima 

90%   

Kegiatan 28.5251-Penyelenggaraan 
Hukum Umum di Wilayah 

 2.492.562.0
00 

 

Sasaran Kegiatan I (SK 5251.1) 
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor 
Wilayah 

   

ISK 
5251.1.1 

Persentase peningkatan PNBP 
Ditjen AHU di Kantor Wilayah 

5%   

Sasaran Kegiatan 2 (SK 5251.2) 
Terwujudnya penyelesaian pengaduan 
masyarakat terkait dugaan pelanggaran 
jabatan notaris di Kantor Wilayah 

   

ISK 
5251.2.1 

Persentase laporan 
pengaduan masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran perilaku 
Notaris dan pelaksanaan 
jabatan Notaris di Kantor 
Wilayah yang diselesaikan 

88%   

Kegiatan 30. 5253-Penyelenggaraan 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 

 1.750.077.0
00 

 

Sasaran Kegiatan I (SK 5253.1)    
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Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan 
Intelektual di wilayah 

ISK 
5253.1.1 

Persentase penyelesaian 
Aduan Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

30%   

Sasaran Kegiatan 2 (SK 5253.2) 
Meningkatnya pemahaman masyarakat 
terhadap KI di wilayah 

   

ISK 
5253.3.2.
1 

Persentase masyarakat yang 
memahami KI terhadap total 
masyarakat yang 
mendapatkan 
diseminasi/edukasi tentang KI 
di Wilayah 

70 %   

ISK 
5253.3.2.
2 

Persentase Peningkatan 
Permohonan Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

20 %   

Kegiatan 7.5250-Penyelenggaraan 
Fasilitas Pembentukan Regulasi di 
Wilayah 

 472.000.00
0 

 

Sasaran Kegiatan I (SK 5250.1) 
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di 
daerah 

   

ISK 
5250.1.1 

Persentase rancangan 
peraturan daerah yang 
difasilitasi oleh kantor wilayah 
Kemenkumham 

80%   

Sasaran Kegiatan 2 (SK 5250.2) 
Terselenggaranya pembinaan perancang 
peraturan perundang-undangan 

   

ISK 
5250.2.1 

Jumlah peningkatan kapasitas 
pembinaan tenaga perancang 
peraturan perundang-
undangan 

13 Org   

Kegiatan 8.5256-Penyelenggaraan 
Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Produk Hukum di Wilayah 

 140.505.00
0 

 

Sasaran Kegiatan I (SK 5256) 
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk 
Hukum di Wilayah serta Fasilitasi 
Perencanaan Peraturan Daerah 

33 
Dokum

en 

  

ISK 
5256.1 

Jumlah Analisis dan Evaluasi 
Produk Hukum yang dilakukan 

33 
Dokum

en 

  

ISK 
5256.2 

Jumlah Fasilitasi Perencanaan 
Peraturan Daerah 

   

Kegiatan 27.4841-Penyelenggaraan 
Pembinaan Hukum di Wilayah 

 1.144.042.0
00 

 

Sasaran Kegiatan I (SK 4841.1) 
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan 
JDIHN di wilayah 
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Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

ISK 
4841.1.1 

Persentase anggota JDIHN 
yang dikelola terhadap total 
anggota JDIHN di wilayah 

25 %   

Sasaran Kegiatan 2 (SK 4841.2) 
Meningkatnya layanan bantuan hukum di 
wilayah 

   

ISK 
4841.2.1 

Persentase layanan bantuan 
hukum litigasi yang diberikan 
terhadap total permohonan 
layanan bantuan hukum litigasi 

82 %   

 Persentase layanan bantuan 
hukum non-litigasi yang 
diberikan terhadap total 
permohonan layanan bantuan 
hukum non-litigasi 

80 %   

Sasaran Kegiatan 3 (SK 4841.3) 
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah 

   

ISK 
4841.3.1 

Persentase peningkatan 
Desa/Kelurahan sadar hukum 
yang memenuhi kriteria 
sebagai Desa/Kelurahan 
Binaan terhadap total usulan 
kantor wilayah 

70 %   

Kegiatan 5.5255-Penyelenggaraan 
Pemajuan HAM di Wilayah 

 262.548.00
0 

 

Sasaran Kegiatan I (SK 5255.1) 
Meningkatnya pemerintah daerah yang 
melaksanakan program aksi HAM 

   

ISK 
5255.1.1 

Persentase Dugaan 
Pelanggaran HAM yang di 
Tindaklanjuti oleh Pemangku 
Kepentingan di Kewilayahan 

50%   

ISK 
5255.1.2 

Persentase K/L/D yang 
mendapatkan diseminsasi dan 
Penguatan Hak Asasi Manusia 
terhadap total K/L/D di 
Kewilayaha 

25%   

ISK 
5255.1.3 

Persentase Kab/Kota peduli 
HAM terhadap total Kab/Kota 
yang berpartisipasi di Wilayah 

35%   

ISK 
5255.1.4 

Persentase pelaksanaan 
RANHAM di Kewilayahan 

75%   

ISK 
5255.1.5 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap layanan HAM di 
Kewilayaha 

3,33 
Indeks 

  

Sasaran Kegiatan 2 (SK 5255.2) 
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang 
berperspektif HAM 

   

ISK 
5255.2.1 

Persentase tanggapan 
terhadap Rekomendasi Produk 
Hukum Daerah Berperspektif 
HAM yang ditindaklanjuti 

90%   
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Program/
Kegiatan 

Sasasran 
Program(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Target Alokasi Unit Organisasi 
Pelaksana 

terhadap total rekomendasi 
Produk Hukum Daerah yang di 
sampaikan 

      

Kegiatan 27.5248-Penyelenggaraan 
Penelitian dan Pengembangan Hukum 
dan HAM di Wilayah 

 293.729.00
0 

 

Sasaran Kegiatan I (SK 5248.1) 
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi 
strategi kebijakan hukum dan hak asasi 
manusia di wilayah 

   

ISK 
5248.1.1 

Persentase rekomendasi 
strategi kebijakan Hukum dan 
Hak Asasi Manusia di wilayah 
yang ditindaklanjuti 

80%   

 

Jika di gambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan 

terlihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Strategi Level Organisasi 

 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020 – 2024 serta 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Hukum dan HAM 

mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar 
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bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020 – 2024 yaitu “PASTI” yang 

merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif. 

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip – prinsip tuntunan dan prilaku yang 

melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh 

Sumber Daya Manusia (SDM) bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata nilai 

mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian 

Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan 

serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil 

Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian 

Hukum dan HAM menjadi Institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, 

terpercaya dan berkelas dunia. Adapun nilai – nilai yang terkandung dari masing 

– masing kata tersebut adalah sebagai berikut : 

 

• Profesional 

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui penugasan bidang tugasnya, menjunjung 

tinggi etika dan integritas profesi. 

• Akuntabel 

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau 

peraturan yang berlaku. 

• Sinergi 

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang 

produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan 

untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan 

berkualitas. 

• Transparan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentnag penyelenggaraaan 

pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai. 
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• Inovatif 

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan 

inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsinya. 

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian  

A. Kebijakan Pokok  

 Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak 

dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu : 

1) Mewujudkan Peraturan Perundang – Undangan yang harmonis yang 

sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, 

dilaksanakan dengan strategi : 

• Reformasi   regulasi   melalui   kegiatan   

pengharmonisasian,pembulatan  dan  pemantauan  konsepsi 

rancangan  Peraturan Perundang – Undangan; 

• Peningkatan    kompetensi    tenaga    Perancang    Peraturan 

Perundang – Undangan; 

• Peningkatan      koordinasi      antar      Kementerian/Lembaga/ 

Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sectoral terkait 

pembentukan regulasi; 

• Penguatan  peran  masyarakat  dalam  memberikan  masukan 

terhadao rancangan Peraturan Perundang – Undangan yang 

sedang disusun; 

• Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik  dengan 

memperhatikan Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost and 

Benefit Analysis (CBA); 

•  Mempercepat proses integrasi database Peraturan Perundang – 

Undangan berbasis TI melalui JDIHN; 

• Melakukan penelitian di bidang KI dan AHU serta mendukung 

pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional 

(PHN). 

2) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, 

dilaksanakan dengan beberapa strategi : 
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• Layanan di Bidang Administrasi Hukum Umum 

Pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pelayanan jasa AHU, 

pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik, 

penguatan kerangka hukum serta peningkatan kuantitas dan 

kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan 

layanan AHU dan otoritas pusat. 

• Layanan di Bidang Keimigrasian 

Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan 

memanfaatkan TI, memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian 

kepada masyarakat, penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik 

serta membuat kebijakan yang ramah investasi. 

• Layanan di Bidang Kekayaan Intelektual 

Modernisasi layanan HCDI, Merk, dan Indikasi Geografis serta 

Paten, DTLST dan RD, modernisasi sistem penyidikan dan 

penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme 

alternatif penyelesaian sengketa dan pengembangan skema 

pencegahan. 

• Layanan di Bidang Pemasyarakatan 

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, 

meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan 

rehabilitasi, optimalisasi pemanfaatan TI, membangun dan 

mengimplementasikan inovasi pelayanan denngan memanfaatkan 

TI. 

3) Mendorong  inovasi  kreativitas  masyarakat  dengan  strategi 

ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI melalui Knowledge 

Transfer sebagai penerapan Corporate University serta penguatan 

manajemen  pengetahuan  KI  berbasis TIK  melalui  pembangunan 

platform digital KI; 

4) Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui 

kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha; 

5) Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi 

manusia seutuhnya,  menyadari  kesalahan  dan  memperbaiki  diri. 

Adapun strategi yang diusulkan dengan mengatasi overcrowding, 

mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program 
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rehabilitasi, penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan, 

rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL, Pendidikan penyetaraan kejar paket 

dan wajib belajar 12 tahun bagi anak; 

6) Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan 

WNA dengan strategi peningkatan kerja sama intelijen Keimigrasian, 

optimalisasi LHI, pengembangan interkoneksi SIMKIM, perluasan 

implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN, optimalisasi 

pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI, pembangunan Aplikasi 

Analisis Profil Pelintas, implementasi QR Code dalam rangka 

pengawasan Orang Asing di TPI; 

7) Terlindunginya Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan strategi 

melaksanakan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 

dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah, mendorong 

percepatan penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM, 

meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, Menyusun kebijakan/peraturan 

Perundang – Undangan yang berspektif HAM, meningkatkan kerja 

sama, meningkatkan sarana dan prasarana. 

8) Meningkatkan nilai – nilao dan sikap kesadaran hukum 

masyarakat serta akses keadilan dilaksanakan dengan 

strategi : 

• Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan 

dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah; 

• Mengembangkan  pola  dan  metode  penyuluhan hukum yang 

dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum 

masyarakat; 

• Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, 

pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum; 

• Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang 

miskin. 

9) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI 

yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dilaksanakan dengan 

strategi penguatan sarana prasarana di LPBN, implementasi 

laboratorium forensic keimigrasian di PLBN, pembangunan Aplikasi 
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Analisis Profil Pelintas, peningkatan kerja sama Intelijen Keimigrasian, 

pemberlakukan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai 

indikator pengukur capaian kinerja, peningkatan kerja sama 

Keimigrasian, peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT; 

10) Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas / Rutan 

dilaksanakan dengan strategi melakukan standarisasi sarana dan 

prasarana pengamanan Lapas/Rutan, meningkatkan kualitas dan 

kuantitas petugas pengamanan, meningkatkan Kerjasama, pemanfaatan 

TI, implementasi kerja sama kontra intelijen dan kotra narasi; 

11) Terwujudnya  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  menjadi  

organisasi solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dilakukan 

dengan beberapa strategi: 

• Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif 

Meningkatkan nilai SAKIP, meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi 

(RB), penataan kelembagaan, peningkatan pengelolaan anggaran, 

meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, 

menyusun kebijakan pengelolaan BMN, meningkatkan pelayanan 

pengadaan barang / jasa, menjaga; 

• Strategi untuk Pengawasan Intern 

Pelaksanaan pengawasan intern berbasis resiko, meningkatkan 

peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan 

consulting, meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian, 

membangun komitmen terhadap organisasi, melaksanakan 

penilaian mandiri persepsi integritas, melakukan sosialisasi dan 

pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 

28 Tahun 2019, menyusun strategi anti korupsi, mengintegrasikan 

SIMWAS dan pengembangan Audit Teknologi Informasi. 

• Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia 

Melaksanakan audiensi Bersama Unit Eselon I, meningkatkan akses 

publik, meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah, 

melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan public pada 

Satuan Kerja, melakukan pemetaan dan evaluasi SDM. 
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• Strategi Pengembangan SDM 

Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University, 

mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui 

pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Corporate University dengan seluruh Unitu Eselon I dan Kantor 

Wilayah. 

4. Kebijakan Lintas Bidang 

Sebagaimana tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia turut terlibat dan mengkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas 

Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi 

pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga 

berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu 

pada Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan  

Sumber  Daya  Manusia  yang  Berkualitas  dan  Berdaya  Saing;  dan 

Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Untuk mencapai sasaran kegiatan secara tepat, terukur dan akuntabel, 

maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian 

diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja 

tersebut berisi Indikator Kinerja dan target capaian yang menjadi alat bantu ukur 

mencapai sasaran program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator 

Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat  Tahun  

Semester I 2024 adalah sebagai berikut : 

Tabel  2.2 PERJANJIAN KINERJA KEPALA KANTOR WILAYAH DENGAN  
UNIT ESELON 1 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
(1) (2) (3) (4) 

PK KAKANWIL DENGAN SEKRETARIS JENDERAL 

1. Meningkatnya pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di 
Lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

Persentase Pelaksanaan 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 
di lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

100 % 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
(1) (2) (3) (4) 

Indeks kepuasan Unit Kerja 
lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

3,1 Indeks 

PK KAKANWIL DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN 

1. Terwujudnya Penegakan 
Hukum Pemasyarakatan di 
Wilayah 

Indeks Penegakan Hukum 
Pemasyarakatan di Wilayah 3.6 (Indeks) 

2 Meningkatnya Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di lingkup 
UPT Pemasyarakatan 

1. Persentase Pelaksanaan 
Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di Lingkup UPT 
Pemasyarakatan 

100 % 

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja 
Lingkup UPT Pemasyarakatan 
terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

3,1 Indeks 

PK KAKANWIL DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI 

1. Optimalnya Penegakan 
Hukum Keimigrasian di 
Wilayahan  

1. Persentase Penegakan Hukum 
Pro Yustisia di Kewilayahan 
yang di tangani 

90% 

2. Persentase Tindakan 
Administratif Keimigrasian di 
Kewilayahan yang Ditangani 

90% 

2 Meningkatnya Layanan 
Keimigrasian di Kewilayahan 

Persentase Layanan Keimigrasian 
di Kewilayahan yang Diselesaikan 
terhadap Total Permohonan 
Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan yang Diterima 

90% 

3 Meningkatnya Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di lingkup 
UPT Imigrasi 

1. Persentase Pelaksanaan 
Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di Lingkup UPT 
Imigrasi 

100 % 

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja 
Lingkup UPT Imigrasi terhadap 
Layanan Kesekretariatan 

3,1 Indeks 

PK KAKANWIL DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 

1. Meningkatnya PNBP Ditjen 
AHU di Kantor Wilayah 

Persentase Peningkatan PNBP 
Ditjen AHU di Kantor Wilayah 

6% 

2. Terwujudnya Penyelesaian 
Pengaduan Masyarakat 
terkait Dugaan Pelanggaran 
Jabatan Notaris di Kantor 
Wilayah 

Persentase Laporan Pengaduan 
Masyarakat terkait Dugaan 
Pelanggaran Perilaku Notaris dan 
Pelaksanaan Jabatan Notaris di 
Kantor Wilayah yang Diselesaikan 

90% 

PK KAKANWIL DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 

1. Terwujudnya Penegakan 
Hukum Kekayaan Intelektual 
di Wilayah 

Persentase Penyelesaian Aduan 
Pelanggaran Kekayaan Intelektual 
di Wilayah 

30% 

2 Meningkatnya Pemahaman 
Masyarakat terhadap 

1. Persentase Masyarakat yang 
Memahami Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

70% 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
(1) (2) (3) (4) 

Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

2. Persentase Peningkatan 
Permohonan Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

20% 

PK KAKANWIL DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

1. Terfasilitasinya Rancangan 
Produk Hukum di Daerah 

Persentase Rancangan Produk 
Hukum di Daerah yang Difasilitasi 
oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 

80 % 

2. Meningkatnya Pembinaan 
Perancang Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Peningkatan Kapasitas 
Pembinaan Tenaga Perancang 
Peraturan Perundang-undangan 

13 Orang 

PK KAKANWIL DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA 

1. Meningkatnya Pemerintah 
Daerah yang  Melaksanakan 
Program Aksi Hak Asasi 
Manusia serta Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Pengaduan Hak 
Asasi Manusia di 
Kewilayahan 

1. Persentase Dugaan 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang Ditindaklanjuti oleh 
Pemangku Kepentingan di 
Kewilayahan 

50% 

2. Persentase K/L/D yang 
mendapatkan diseminasi dan 
Penguatan Hak Asasi Manusia 
terhadap total K/L/D di 
Kewilayahan 

25% 

3. Persentase Kabupaten/Kota 
Peduli Hak Asasi Manusia 
terhadap Total Kabupaten/Kota 
yang Berpartisipasi di Wilayah 

35% 

4. Persentase Pelaksanaan 
RANHAM di Kewilayahan 

75% 

5. Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan 

3,33 Indeks 

2. Meningkatnya Produk Hukum 
Daerah yang Berperspektif 
Hak Asasi Manusia 

Persentase Tanggapan terhadap 
Rekomendasi Produk Hukum 
Daerah Berperspektif Hak Asasi 
Manusia yang Ditindaklanjuti 
terhadap Total Rekomendasi  
Produk Hukum Daerah yang 
Disampaikan 

90% 

PK KAKANWIL DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

1. Terwujudnya Analisis dan 
Evaluasi Produk Hukum di 
Wilayah serta Fasilitasi 
Perencanaan Peraturan 
Daerah 

Jumlah Analisis dan Evaluasi 
Produk Hukum yang Dilakukan 

1 Dokumen 

Jumlah Fasilitasi Perencanaan 
Peraturan Daerah 

1 Dokumen 

2. Terwujudnya Pengelolaan 
Keanggotaan JDIHN di 
Wilayah 

Persentase Anggota JDIHN yang 
Dikelola terhadap Total Anggota 
JDIHN di Wilayah 

25 % 

3. Meningkatnya Layanan 
Bantuan Hukum di Wilayah 

1. Persentase Layanan Bantuan 
Hukum Litigasi yang Diberikan 
terhadap Total Permohonan 

82 % 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
(1) (2) (3) (4) 

Layanan Bantuan Hukum 
Litigasi 

2. Persentase Layanan Bantuan 
Hukum Non Litigasi yang 
Diberikan terhadap Total 
Permohonan Layanan Bantuan 
Hukum Non Litigasi 

80 % 

4. Meningkatnya Desa Sadar 
Hukum di Wilayah 

Persentase Peningkatan 
Desa/Kelurahan Sadar Hukum 
yang Memenuhi Kriteria sebagai 
Desa/Kelurahan Binaan terhadap 
Total Usulan Kantor Wilayah 

70 % 

PK KAKANWIL DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN  

1. Terwujudnya kemanfaatan 
rekomendasi kebijakan hasil 
analisis strategi kebijakan di 
bidang hukum dan hak asasi 
manusia di wilayah 

Persentase rekomendasi 
kebijakan hasil analisis strategi 
kebijakan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia di wilayah yang 
ditindaklanjuti 

80 % 

 

Tabel 2.3 Anggaran per Program pada PK Tahun Anggaran 2024 

KEGIATAN ANGGARAN 
Program Dukungan Manajemen     Rp. 16.639.184.000,- 

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 

Rp. 16.639.184.000,- 

Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia di Wilayah 

Rp  293.729.000,- 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  Rp 8.194.621.000,- 

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di WIlayah 
Rp. 646.924.000 

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan 
dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 

Rp. 2.161.016.000,- 

Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 
Rp. 2.492.562.000,- 

Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor 
Wilayah 

Rp. 1.750.077.000,- 

Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di 
Wilayah 

Rp. 1.144.042.000,- 

Program Pembentukan Regulasi 
Rp.   612.505.000,- 

Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di 
Wilayah 

Rp.   472.000.000,- 

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah 
Rp.   140.505.000,- 

Program Pemajuan dan Penegakan HAM 
Rp.   262.548.000,- 

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah  
Rp.   262.548.000,- 

 



  

LKJIP KANWIL SULBAR TAHUN ANGGARAN 2024 49 

 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT                 

C. PROGRAM DAN ANGGARAN 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi 

Barat memiliki 4 (empat) Program yang terdiri dari 9 (sembilan) Daftar Isian 

Penggunaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Wilayah dan 11 (sebelas) DIPA 

pada Unit Pelaksana Teknis yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian 

tujuan sasaran kegiatan. Keseluruhan total Pagu Anggaran pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tahun 2024 adalah 

sebesar Rp 96.289.516.000,- dan untuk Kantor Wilayah sebesar Rp 

26.002.587.000,- dan teradapat Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada 3 DIPA 

Kantor Wilayah yaitu: 

1. DIPA Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sulawesi Barat terdapat ABT untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 

822.242.000 dan belanja pengadaan CPNS 2024 sebesar Rp 760.563.000,-; 

2. DIPA Keimigrasian Kantor Wilayah Kemnterian Hukum dan HAM Sulawesi 

Barat terdapat ABT sebesar Rp 689.853.000,- untuk kegiatan Teknis 

Keimigrasian di Sulawesi Bara; 

3. DIPA BPHN Kantor Wilayah Kemnterian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 

terdapat ABT sebesar Rp 147.410.000,- untuk kegiatan Penyelenggaraan 

Kesadaraan dan Pemahaman Hukum di Wilayah. 

Anggaran tersebut terbagi pada 4 (empat) Program 4 (empat) Divisi Kantor Wilayah 

yang tersaji pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Kanwil TA 2024 

No. 
Kode 

Satker 
Satker Pagu Awal Pagu Akhir 

1. 667790 Setjen 15.056.379.000 16.639.184.000 

2. 667793 Ditjen AHU 2.492.562.000 2.492.562.000 

3. 667794 Ditjen Pemasyarakatan 646.924.000 646.924.000 

4. 667795 Ditjen Imigrasi  1.471.163.000 2.161.016.000 

5. 667796 Ditjen KI 1.750.077.000 1.750.077.000 

6. 667797 Ditjen PP 472.000.000 472.000.000 

7. 667798 Ditjen HAM 262.548.000 262.548.000 

8. 667799 BPHN 1.137.137.000 1.284.547.000 

9 667800 BSK 293.729.000 293.729.000 
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TOTAL  24.272.372.000 25.094.614.000 

Sedangkan Pagu Anggaran untuk 11 (sebelas) Satuan Kerja yang ada di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pagu  

anggaran sebesar Rp 70.286.929.000,- dimana rincian dari pagu anggaran Satuan 

Kerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.5 Pagu Alokasi Unit Pelaksana Teknis 2024 

No. 
Kode 

Satker 
Satuan Kerja Pagu Anggaran 

1 498402 Kanim Kelas II Non TPI Polman 7.767.687.000 

2 498418 Kanim Kelas II Non TPI Mamuju 13.032.554.000 

3 407273 Lapas Kelas IIB Polewali 11.087.169.000 

4 352617 LPKA Kelas II Mamuju 3.845.903.000 

5 407298 Rutan Kelas IIB Mamuju 7.505.156.000 

6 407267  Rutan Kelas IIB Majene 5.851.592.000 

7 683423 Rutan Kelas IIB Pasangkayu 6.408.496000 

8 407282 Lapas Kelas III Mamasa 4.263.534.000 

9 418362 LPP Kelas III Mamuju 4.569.688.000 

10 497883 Bapas Kelas II Polewali 4.158.042.000 

11 417949 Rupbasan Kelas II Mamuju 1.797.108.000 

TOTAL 70.286.929.000 
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Tabel 2.6 Pagu Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 

NO SATKER 
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG NON OPS BELANJA MODAL JUMLAH 

ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN 

1 SETJEN Rp 8.070.643.000 Rp 8,136,447,000  Rp 432,094,000   Rp16,639,184,000 

2 DITJEN PAS   Rp 646,924,000    Rp 646,924,000  

3 DITJEN IMI   Rp 2,161,016,000    Rp 2,161,016,000  

4 DITJEN AHU   Rp 2,492,562,000    Rp 2,492,562,000  

5 DITJEN KI   Rp 1,750,077,000    Rp 1,750,077,000  

6 DITJEN PP   Rp 472,000,000    Rp 472,000,000  

7 DITJEN HAM   Rp 262,548,000    Rp 262,548,000  

8 BPHN   Rp 1,284,547,000   Rp 1,284,547,000 

9 BSK   Rp 293,729,000    Rp 293,729,000  

TOTAL KANWIL Rp 8.070.643.000 Rp 17.499.850,000 Rp 432,094,000  Rp 26,002,587,000 

1 KANIM POLMAN Rp 2,295,047,000  Rp 4,167,840,000  Rp 1,304,800,000 Rp 7,767,687,000  

2 KANIM MAMUJU Rp 1,781,650,000  Rp 5,644,734,000  Rp 5,669,170,000  Rp 13,032,554,000  

3 LPKA MAMUJU Rp  2,303,028,000  Rp 1,542,875,000    Rp 3,733,298,000  

4 LP POLEWALI Rp 5,531,946,000  Rp 5,555,223,000    Rp 11,087,169,000  

5 RUTAN MAMUJU Rp 3,373,066,000  Rp 4,132,090,000    Rp 7,505,156,000  

6 RUTAN MAJENE Rp 3,846,243,000  Rp 1,905,349,000  Rp 100,000,000  Rp 5,851,592,000  

7 RUTAN PASANGKAYU Rp 3,173,362,000  Rp 3,235,134,000   Rp 6,408,496,000  

8 LP MAMASA Rp 2,483,295,000  Rp 1,780,239,000   Rp 4,263,534,000  

9 LPP MAMUJU Rp 2,931,706,000  Rp 1,637,982,000    Rp 4,569,688,000  

10 BAPAS POLEWALI Rp 2,603,860,000  Rp 1,554,182,000    Rp 4,158,042,000  

11 RUPBASAN MAMUJU Rp 949,331,000  Rp 847,777,000    Rp 1,797,108,000  

TOTAL UTP Rp 31,209,534,000  Rp 31,003,425,000  Rp 7,073,970,000  Rp 70,286,929,000  

TOAL SELURUHNYA  Rp 39,280,177,000  Rp 49,503,275,000  Rp 7,506,064,000  Rp 96,289,516,000  

 



BAB III 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan 

yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi 

secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah di tetapkan melalui Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan 

secara ringkas dan lengkap tenntang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan 

suatu Instansi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah di tetapkan. 

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan / program, / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja 

sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun 

kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individua tau kelompok tersebut mempunyai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan – tujuan atau target 

– target yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi 

tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. 

Sedangkan pengukuran kinerja (Performance Measurement) adalah suatu metode 

atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator 

kinerja yang jelas, dapat di hitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai 

tingkat kinerja yang baik. 

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Sulawesi Barat tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

(rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing – masing sasaran kegiatan dan 

penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja 

keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang 
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terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Perhitungan persentase capaian kinerja 

terdapat 2 (dua) rumus yaitu :  

❖ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

baik, maka digunakan rumus : 

 

Capaian         =          Realisasi   x 100% 

 

Target 

 

❖ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian 

kinerja, maka digunakan rumus : 

 

     Capaian         =         Target – (Realisasi – Target)   x 100% 

 

               Target 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya mengacu kepada kebijakan Pemerintah pusat. Pencapaian sasaran 

kinerja sesuai program kerja dilaksanakan atas dasar penyusunan program dan rencana 

kinerja yang disusun sebelum pelaksanaan tugas Tahun Anggaran. 

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara  serta Pedoman Restrukturisasi 

Program dan kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala 

Bappenas dan Menkeu Nomor : 0142/M.PPN/06/2009, dan  SE.184/MK/2009 tangggal 19 

Juni 2009, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyesuaian atas struktur 

anggaran yang telah ada. Program-program yang selama kurun waktu sampai dengan 2009 

digunakan oleh  beberapa Unit Eselon I telah dilakukan penyempurnaan, sehingga dengan 

adanya restrukturisasi program dan kegiatan tersebut satu unit eselon I hanya bertanggung 

jawab atas satu program saja.  
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah melakukan 

pengukuran kinerja pada Perjanjian Kinerja pada seluruh Divisi dan di dapati hasil sebagai 

berikut: 

1. Program Dukungan Manajemen pada Divisi Administrasi 

Pada Tahun 2024 terjadi perbuahan Perjanjian Kinerja dikarenakan telah 

ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, maka 

dari itu seluruh Kantor Wilayah melakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2024 

sehingga mengakitbatkan Perjanjian Kinerja juga berubah. Untuk Perjanjian Kinerja 

Kepala Divisi Administrasi terjadi 2 kali yaitu : 

1. Perubahan peraturan pada tanggal 27 Maret 2024 terdapat perubahan Perjanjian 

Kinerja dimana awalnya terdapat 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja 

Kegiatan sehingga menjadi 1 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan; 

2. Perubahan Struktural pada tanggal 2 Mei 2024 dikarenakan Kepala Kanto Wilayah 

memasuki masa Pensiun. 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

Dalam menerapkan program Reformasi Birokrasi (RB), Arsip Nasional Republik 

Indonesia melakukan proses perubahan secara bertahap. Hal ini disebabkan program 

reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan 

reformasi birokrasi dibagi menjadi 4 (empat) bagian (triwulan) sehingga dapat terlihat 

perkembangannya. 

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia

Sasaran 
Kegiatan 

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja 
Kegiatan 1

Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan 2

Target 100% 

Target 3.1 

Indeks 
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Pada Tahun 2024 dilaksanakan Rencana aksi melalui Road Map RB yang 

tersusun di RB Tematik. RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan 

menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan 

(debottlenecking) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara 

kolaboratif. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi 

Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan 

sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi 

Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan 

dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya problem solving-

debottlenecking dalam tata kelola pemerintah. 

Kementerian Hukum dan HAM juga melaksanakan Rencana Aksi RB yang turun 

sampai seluruh Satuan Kerja. Pelakasanaan Rencana Aksi RB dilakukan oleh seluruh 

Satuan Kerja dengan memenuhi seluruh data dukung yang terdapat pada matrik atau 

Road Map RB yang kemudian di unggah pada aplikasi berbasis web 

https://erb.kemenkumham.go.id/. Dan bersarnya persentase pelaksanaan rencanan aksi 

tersebut otomatis terhitung di aplikasi tersebut. 

• RUMUS HITUNGAN  

Berdasarkan manual IKU Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 untuk 

menghitung capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di 

lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rumus: 

𝑥 =
Rencana Aksi RB terkait Kantor Wilayah yang Terlaksana

Total Rencana Aksi RB terkait Kantor Wilayah
 𝑥 100% 

Bedasarkan aplikasi https://erb.kemenkumham.go.id/ indikator Persentase 

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun Anggaran 2024 mencapai 

100%.  

 

Untuk Persentase Capaian pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 

Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dengan rumus: 

https://erb.kemenkumham.go.id/
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% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realisasi

Target
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100%

100%
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 100% 

 

Tabel 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase Pelaksanaan Rencana 
Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia 

100% 100% 100% 100% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGER RENSTRA 

Untuk tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

memiliki target sebesar 100%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian 

Kinerja. Untuk Tahun Anggaran 2024 capaian indiaktor ini masih di 100% sehingga 

target Renstra 2024 masih tercapai 100%. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Pada tahun 2024 terjadi perubahan Rencana Strategis sehingga Perjanjian Kinerja 

di tahun 2024. Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 

di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan 

indikator kinerja baru pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat 

dilakukan pembandingan  dengan capaian tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL   

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan merupakan 

target Prioritas Nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan 

target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Untuk persentase capain di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi 

Barat sudah mencapai setengah dari target 100%, dimana pemenuhan 100% 

Rencana Aksi ini sudah tercapai di periode B12. 
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Pemenuhan rencana aksi tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, dimana 

kendalanya yang sering di temui antar lain: 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pemenuhan data dukung tersebut; 

2. Para verifikator masih belum memahami cara menilai data dukung dari Unit 

Pelaksana Teknis 

Solusi yang diharapkan yaitu Subbagian Humas, RB dan TI yang menjadi 

pengampu hal ini di Wilayah berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada 

seluruh tim Verifikator. 

INDEKS KEPUASAN UNIT KERJA LINGKUP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP LAYANAN KESEKRETARIATAN 

Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap pencapaian kinerja Teknis 

Fasilitatif pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang 

dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Administrasi. Terdapat beberapa Indikator 

pengukur dalam penilaian kepuasan layanan internal Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat, anatara lain sebagai berikut : 

✓ Layanan Keprotokoleran 

✓ Publikasi/Pemberitaan melalui Media Cetak, Website dan Media Sosial 

✓ Pembinaan Reformasi Birokrasi dalam membangun Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM 

✓ Pelayanan administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran 

✓ Pelayanan Uang Persediaan (UP) 

✓ Pengelolaan BMN 

✓ Pelayanan Kepegawaian 

✓ Layanan Rumah Tangga 

✓ Layanan Tata Usaha 

✓ Transparansi Layanan 

✓ Kompetensi Petugas dalam memberikan Layanan 
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✓ Integritas Petugas dalam memberikan Layanan 

✓ Layanan Pengaduandan  

✓ Sarana dan Prasaran 

• RUMUS HITUNGAN CAPAIAN 

Pada IKU tahun 2024 perhitungan Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan 

Kesekretariatan menggunakan Penilaian Capaian : Cara manual menggunakan 

MS. Excel dengan cara 

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total 

bobot seluruh pertanyaan haus sama dengan 100%); 

2. Hitung nilai Kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert 

(n) x Jumlah Responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk 

seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap 

pertanyaan (∑(fn)) serta jumlah respoden yang memilih (∑f); 

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan 

rumus : (∑(fn))/(∑f); 

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = 

(Ōn) X (bn) 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan. 

Berdasarkan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor: PPH-LT.04.01-17 tanggal 3 September 2024 hal Sosiolisasi Indeks 

Layanan Kesekretariatan (ILK) dan Surat Nomor: PPH-LT.04.01-18 tanggal 6 

September 2024 hal Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Indeks Layanan 

Kesekretariatan (ILK), sehingga berdasarkan hal tersebut seluruh Satuan Kerja 

mengisi survey pada tautan https://indeks-bsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024.. 

Berdasarkan pelaksanaan survey teresbut, survey layanan internal Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, di peroleh jumlah 

responden sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu ) orang responden 

sebanyak 27 Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan survey adalah 3.64. 

 

 

https://indeks-bsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024
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% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realisasi

Target
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
3.64

3.1
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 120% 

 
Tabel 3.2 Perhitungan Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap  
Layanan Kesekretariatan TA 2024 

 

Indikator Target  
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia terhadap 
Layanan Kesekretariatan 

3.1 
Indeks 

3.1 
Indeks 

3.64 117.42% 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Untuk tahun 2024 Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan 

memiliki target yang sama dengan target renstra yaitu sebesar 3.1 indeks. Pada 

tahun anggaran 2024 capaian indikator ini mencapai 3.64 indeks sehingga 

dengan terbapainya indikator ini pada Perjanjian Kinerja maka target Renstra 

juga tercapai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN LALU 

Pada tahun 2024 terjadi perubahan pada kalimat di indiaktor kinerja namun untuk 

target tetap sama yaitu 3.1 indeks. Perbandinganya dapat di lihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.3 Perbandingan capaian Indeks Kepuasan layanan Internal  
Tahun 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Relisasi Capaian 

2023 2023 2023 

Indeks Kepuasan Layanan Internal di 
Lingkungan Kementerian dan Hukum dan 
HAM RI 

3.1 3.71 119.68% 

Indikator Kinerja Kegiatan Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Capaian 
2024 

Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

3.1 
Indeks 

3.64 117.42% 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan bukan merupakan target 

Prioritas Nasional sehingga tidak dapat di lakukan perbandingan dengan target 

Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Untuk realisasi target Perjanjian Kinerja pada Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan 

Kesekretariatan ini termasu kategori berhasil tercapai karena melebihi target, 

namun terjadi penurunnan dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa factor, 

yaitu: 

- Sedikit nya responden yang berpartisipasi dikarenakan telah menggunakan 

aplikasi baru dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM 

yang baru di sosialisasikan pada bulan September 2024; 

- Masih belum terdapat admin wilayah yang mensosialisasikan  nilai hasil 

survey ke Unit Pelaksana Teknis. 

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Divisi Pemasyarakatan 

Pada Tahun 2024 terjadi perbuahan Perjanjian Kinerja dikarenakan telah 

ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, maka 

dari itu seluruh Kantor Wilayah melakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2024 

sehingga mengakitbatkan Perjanjian Kinerja juga berubah. Untuk Perjanjian Kinerja 

Kepala Divisi Pemasyarakatan terjadi 2 kali yaitu : 

1. Perubahan peraturan pada tanggal 27 Maret 2024 terdapat perubahan Perjanjian 

Kinerja dimana awalnya terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 32 Indikator Kinerja 

Kegiatan sehingga menjadi 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan; 

2. Perubahan Struktural pada tanggal 2 Mei 2024 dikarenakan Kepala Kanto Wilayah 

memasuki masa Pensiun dan Kepala Divisi Pemasyarakatan mendapatkan mutasi 

ke Kantor Wilayah Jawa Barat. 
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Kegiatan  ini  bertujuan  sebagai  alat ukur  terhadap  pencapaian   kinerja  di 

bidang Pemasyarakatan  pada  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  

Sulawesi Barat yang dalam hal ini dilaksanakan  oleh Divisi Pemasyarakatan. 

Indikator pengukur dalam penilaian  kepuasan  layanan  Pemasyaraktan  Kantor  

Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Sulawesi Barat, adalah tingkat kepuasan 

masyarakat penerima layanan Pemasyarakatan pada Wilayah Sulawesi Barat. 

• RUMUS PERHITUNGAN 

Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah ini diukur melalui 8 

dimensi ukuran yaitu (a) Indeks Pelayanan tahanan di wilayah (b) Indeks 

pengelolaan basan baran di wilayah (c) Indeks keberhasilan pembinaan 

narapidana di wilayah (d) Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah (e)Indeks 

keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah (f) Indeks 

pembinaan khsusu anak di wilayah (g) Indeks derajat kesehatan anak, tahanan 

dan narapidana di wilyaha (h) Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja 

pemasyarakatan di wilayah dimana masing-masing bobot ya 12,5%. 

 

Dan Indikator Kinerja Kegiatan ini sudah dillakukan perhitungan dengan 

menggunakan 8 dimensi tersebut, maka tersaji dalam rumus : 

 

𝐼𝑃𝑃𝑊 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + ℎ

8
 𝑥  100% 

𝐼𝑃𝑃𝑊 =
3.82 + 3.39 + 3.96 + 4 + 4 + 3.77 + 4 + 4

8
 𝑥  100% 

𝐼𝑃𝑃𝑊 =
30.94

8
 𝑥  100% 

𝐼𝑃𝑃𝑊 = 3.87%. 

TARGET 

3.6 

INDEKS 

Terwujudnya Penegakan Hukum 
Pemasyarakatan di Wilayah

Sasaran 
Kegiatan

Indeks Penegakan Hukum 
Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan
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Persentase Capaian  

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realiasi Capaian

Target 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
3.87

3.6 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 107.47% 

 

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di 
Wilayah TA 2024 

 

 

 

 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Untuk tahun 2024 Indeks Pengakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah memiliki 

target sebesar 3.6 Indeks sama dengan target Perjanjian Kinerja, sehingga 

dengan tercapainya target Perjanjian Kinerja tercapai pula target Renstra 2024. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah dengan 

target tahun sebelumnya tersaji pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.5 Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan 
Pemasyarakatan Tahun 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Indeks Penegakan 
Hukum 
Pemasyarakatan di 
Wilayah 

- 3.6  - 3.87 - 107.47% 

 

Analisis :  

Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah tidak bisa dilakukan 

perbandingan dengan indikator tahun sebelumny, di karenakan tahun 2023 

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks penyelenggaran Pemasyarakatan di 

Indiaktor 
Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Indeks Penegakan 
Hukum Pemasyarakatan 
di Wilayah 

3.6 
(Indeks) 

3.6 
(Indeks) 

3.87% 107.47% 
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Wilayah dimana targetnya merupakan persentase sedangakan target tahun 2024 

targetnya adalah indeks.  

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat 

kegiatan pengukuran Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah hanya 

terdapat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saja. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN: 

Keberhasilan Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah tidak lepas 

dari dorongan Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Komitmen yang besar dari 

Kepala Unit Pelaksana teknis pemasyarakatan di Sulawesi Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN 

• RUMUS PERHITUNGAN 

Berdasarkan manual IKU Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 untuk 

menghitung capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 

di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi dengan rumus: 

𝑥 =
Rencana Aksi RB terkait UPT Pemasyarkatan yang Terlaksana

Total Rencana Aksi RB terkait UPT Pemasyarakatan
 𝑥 100% 

Bedasarkan aplikasi https://erb.kemenkumham.go.id/ indikator Persentase 

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah 

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

Sasaran 
Kegiatan

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT 
Pemasyarakatan

INDIKATOR 
KINERJA 1

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 
Pemasyarakatan terhadap Layanan 
Kesekretariatan

INDIKATOR 
KINERJA 2

Target 100% 

Target 3.1 
Indeks 

https://erb.kemenkumham.go.id/
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada semester I Tahun Anggaran 

2024 mencapai 100%. 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pemenuhan Rencana Aksi UPT Pemasyarakatan TA 2024 
 

NO SATKER 

MONITORING PEMENUHAN 
DADUK EVALUASI 

B03 B06 B09 B12 

1 LPKA KELAS II 
MAMUJU 

100% 100% 100% 100% 

Data dukung 
Rencana Aksi 
RB terlaksana 

100% 

2 LAPAS KELAS IIB 
POLEWAI 

100% 100% 100% 100% 

3 RUTAN KELAS IIB 
MAMUJU 

100% 100% 100% 100% 

4 RUTAN KELAS IIB 
MAJENE 

100% 100% 100% 100% 

5 RUTAN KELAS IIB 
PASANGKAYU 

100% 100% 100% 100% 

6 LAPAS KELAS III 
MAMASA 

100% 100% 100% 100% 

7 LPP KELAS III MAMUJU 100% 100% 100% 100% 

8 BAPAS KELAS II 
POLEWAI 

100% 100% 100% 100% 

9 RUPBASAN KELAS II 
MAMUJU 

100% 100% 100% 100% 

TOTAL PERSENTASE 
PEMENUHAN 

100% 100% 100% 100% 

Persentase Capaian 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realiasi Capaian

Target 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100%

100%
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 100% 

Tabel 3.7 Realisasi dan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan TA 2024 

Indikator Target 
PK 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT 
Pemasyarakatan 

 

100% 100% 100% 100% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan mempunyai target Rencana Strategis 

sebesar 100%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerjanya, 
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sehingga dengan tercapaianya target di Perjanjian Kinerja maka target Renstar 

TA 2024 ini juga tercapai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan merupakan indikator baru atas 

perubahan Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Untuk Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan bukan merupakan target prioritas 

nasional, maka dari itu belum dapat dilakukan perbandingan dengan target 

prioritas nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana teknis berkomitmen untuk mewujudkan Zona 

Integritas di seluruh Satuan Kerja. Komitmen ini menjadi acuan semangat 

membangun ZI dengan melakukan pemenuhan Rencana Aksi. 

INDEKS KEPUASAN UNIT KERJA LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN 

TERHADAP LAYANAN KESEKRETARIATAN 

• RUMUS HITUNGAN 

Pada IKU tahun 2024 perhitungan Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup UPT 

Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan menggunakan Penilaian 

Capaian : Cara manual menggunakan MS. Excel dengan cara 

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total 

bobot seluruh pertanyaan haus sama dengan 100%); 

2. Hitung nilai Kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert 

(n) x Jumlah Responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk 

seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap 

pertanyaan (∑(fn)) serta jumlah respoden yang memilih (∑f); 

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan 

rumus : (∑(fn))/(∑f); 

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = 

(Ōn) X (bn) 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan. 
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Bedasarkan survey yang di laksanakan masing-masing Unit Pelaksana 

Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sulawesi Barat, maka didapati hasil survey pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.8 Hasil Survey Layanan Kesekretariatan pada UPT Pemasyarakatan 
TA 2024 

NO SATKER 
HASIL SURVEY 

EVALUASI 

1 LPKA KELAS II MAMUJU 3.85 

UPT 
Pemsayaraktan 

sudah 
melaksanakan 

survey 

2 LAPAS KELAS IIB POLEWAI 3.94 

3 RUTAN KELAS IIB MAMUJU 3.6 

4 RUTAN KELAS IIB MAJENE 2.73 

5 RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU 3.5 

6 LAPAS KELAS III MAMASA 4 

7 LPP KELAS III MAMUJU 3.87 

8 BAPAS KELAS II POLEWAI 3.8 

9 RUPBASAN KELAS II MAMUJU 2.71 

TOTAL PERSENTASE PEMENUHAN 3.56 

 

Persentase Capaian  

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realiasi Capaian

Target 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
3.56

3.1 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 114.83% 

Tabel 3.9 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 
Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan TA 2024 

 

Indikator Target 
PK 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 
Pemasyarakatan terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

 

3.1 3.1 3.56 114.83% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 

Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan mempunya target Rencana 

Strategis sebesar 3.1 indeks, dimana target ini sama dengan target Perjanjian 

Kinerjanya, sehingga dengan tercapaianya target di Perjanjian Kinerja maka 

target Renstra TA 2024 ini juga tercapai. 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 

Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan merupakan indikator baru 

atas perubahan Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Untuk Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 

Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan bukan merupakan target 

prioritas nasional, maka dari itu belum dapat dilakukan perbandingan dengan 

target prioritas nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan berkomitmen melakukan pelayanan 

kesekretariatan demi terlaksana Program Dukungan Manajemen di Wilayah. 

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Divisi Keimigrasian 

Pada Tahun 2024 terjadi perbuahan Perjanjian Kinerja dikarenakan telah 

ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, maka 

dari itu seluruh Kantor Wilayah melakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2024 

sehingga mengakitbatkan Perjanjian Kinerja juga berubah. Untuk Perjanjian Kinerja 

Kepala Divisi Keimigrasian terjadi 2 (dua) kali perubahan yaitu : 

1. Perubahan peraturan pada tanggal 27 Maret 2024 terdapat perubahan Perjanjian 

Kinerja dimana awalnya terdapat 1 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja 

Kegiatan sehingga menjadi 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan; 

2. Perubahan Struktural pada tanggal 2 Mei 2024 dikarenakan Kepala Kanto Wilayah 

memasuki masa Pensiun. 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di 
Wilayahan 

Sasaran 
Kegiatan

Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di 
Kewilayahan yang di tangani

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 1

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian 
di Kewilayahan yang Ditangani

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 2

Target 90% 

Target 90% 
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PERSENTASE PENEGAKAN HUKUM PRO YUSTISIA DI KEWILAYAHAN YANG 

DI TANGANI 

Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia 

yang ditangani terhadap kasus yang ditangani. Kasus pelanggaran hukum keimigrasian 

dianggap selesai jika sudah dinyatakan lengkap (P21) atau dihentikan (SP3). 

• RUMUS PERHITUNGAN 

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian 

setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya 

di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian 

keberhasilan maupun kegagalannya dan dapat di lihat pada rumus di bawah ini: 

𝑥 =
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum Keimigrasian yang diselesaikan di Kewilayahan

Total Kasus Pelanggaran Hukum Keimigrasian yang diselesaikan di Kewilayahan
 𝑥 100% 

 

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi 

Tahun 2024 dapat dinyatakan belum berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi 

capaian pada indikator kinerja kegiatan, belum memenuhi target yang ditetapkan. 

Kinerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 

periode Semester 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya 

Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan”. Sedangkan sasaran kegiatan 

tersebut memiliki  Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Penegakan Hukum 

Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani. 

Tabel 3.10 Realisai dan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di 
Kewilayahan yang ditangani TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Persentase Penegakan Hukum Pro 
Yustisia di Kewilayahan yang di tangani 

 

90% 90% 0% 0% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARET RENSTRA 

Untuk tahun 2024 Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang 

di tangani memiliki target sebesar 90% sama dengan target Perjanjian Kinerja di 

Tahun Anggaran 2024, sehingga dengan belum tercapainya target Perjanjian 

Kinerja maka target Renstra 2024 juga belum tercapai. 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di 

Kewilayahan merupakan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Kepala Divisi 

Keimigrasian sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian target tahun 

sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di 

Kewilayahan bukan merupakan target prioritas nasional sehingga belum dapat di 

bandingkan dengan target prioritas nasional. 

• PENYEBAB/KENDALA 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya Penegakan Hukum Pro Yustisia 

Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Barat cenderung tidak terealisasi sebagaimana 

yang diharapkan. Hal ini dikarenakan minimnya pelanggaran Hukum Keimigrasian 

yang terjadi di Wilayah Sulawesi Barat. Sehingga indikator kinerja sampai dengan 

periode Tahun Anggaran 2024 adalah NIHIL. 

Namun dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan 

berkualitas di wilayah, dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan 

peningkatan kinerja. Prioritas yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja 

pada periode selanjutnya adalah mengoptimalkan kegiatan Penyidikan Tindak 

Pidana Keimigrasian di Wilayah. 

PERSENTASE TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DI KEWILAYAHAN 

YANG DITANGANI 

• RUMUS PERHITUNGAN 

Persentase  Tindakan Adminitratif Keimigrasian di Kewilayahan yang di tangani” 

untuk tahun 2024  diukur melalui penanganan penegakan Hukum Pro Yustisia di 

Wilayah Kerja Sulawesi Barat khusunya pada 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dan Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar. Adapun formula atau cara 

menghitung realisasi indikator Kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

𝑥 =
Jml Kasus pelanggaran adm keimigrasian yg diselesaikan oleh kewilayahan

Total Kasus Pelanggaran adm Keimigrasian yg ditangani di kewilayahan
 𝑥 100% 
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Tabel 3.11 Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi Keimigrasian di Sulawesi Barat 
TA 2024 

 

NO SATKER PELANGGARAN ADM 
KEIMIGRASIAN 

EVALUASI 

1 KANIM KELAS II NON TPI 
MAMUJU 

100% Selama TA  2024 
Kantor Imigras Kelas  
II Non TPI Mamuju 
menerima 5 Tindakan 
Administrasi 
Keimigrasian (TAK) 
dan sudah 
diselesaikan 
seluruhnya 

2 KANIM KELAS II NON TPI 
POLMAN 

100% Selama TA  2024 
Kantor Imigras Kelas  
II Non TPI Polewali 
Mandar menerima 1 
Tindakan Administrasi 
Keimigrasian (TAK) 
dan sudah 
diselesaikan 
seluruhnya 

 

Persentase Capaian 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realiasi Capaian

Target 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

90 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 111% 

Tabel 3.12 Realisasi dan Capaian Persentase  Tindakan Adminitratif Keimigrasian 
di Kewilayahan yang di tangani 2024 

Indiaktor Target 
PK 

Target 
Renstra 

Realiasai Capaian 

Persentase  Tindakan Adminitratif 
Keimigrasian di Kewilayahan yang di 
tangani 

90% 90% 100% 111% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam  

dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maka target di 

tahun 2024 belum tercapai. Hal ini terlihat dari target kinerja untuk IKK 2 

“Persentase  Tindakan Adminitratif Keimigrasian di Kewilayahan” tahun 2024 

adalah sebesar 90%, sedangkan realisasi di tahun 2024 mencapai 100%, 
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dengan berhasil dicapaianya target Perjanjian Kinerja maka target Renstra juga 

berhasil di capai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Sasaran Kegiatan ini baru ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana 

Strategis Tahun 2020-2024 pada bulan April tahun 2024 sehingga target 

indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada  tahun 2024 

sehingga tidak memiliki pembanding capaian kinerja di tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat 

kegiatan pengukuran Persentase  Tindakan Adminitratif Keimigrasian di 

Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui unit 

eselon I Direktorat Jenderal Imigrasi beserta seluruh jajaran Unit Pelaksana 

Teknis di bawahnya termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dan 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Unit 

Pelaksana Teknis Imigrasi yang teruss menegakan hukum dengan melakukan 

kegiatan, seperti :  

- Operasi Gabungan Intelijen; 

- Pengawasan Keimigrasian; 

- Penyidikan Keimigrasian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan

Sasaran  
Kegiatan

Persentase Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap 
Total Permohonan Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan yang Diterima

Indiaktor 
Kinerja 

Kegiatan

Target 90% 
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PERSENTASE LAYANAN KEIMIGRASIAN DI KEWILAYAHAN YANG 

DISELESAIKAN TERHADAP TOTAL PERMOHONAN LAYANAN 

KEIMIGRASIAN DI KEWILAYAHAN YANG DITERIMA 

 

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Layanan Keimigrasian 

di Wilayah yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di 

Kewilayahan yang diterima” untuk tahun 2024 dilakukan melalui Laporan hasil 

survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian, dalam hal ini 

dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tepatnya pada 

komponen Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) oleh Badan Strategi 

Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman 

https://survei.balitbangham.go.id. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. 

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan 

menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang 

berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok 

terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta 

untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu 

dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan. 

• RUMUS PERHITUNGAN 

Survery Layanan Keimigrasian di laksanakan pada 2 (dua) Uni Pelaksana Teknis 

Imigrasi yang tersaji pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.13 Rekapitulasi hasil Survey Layanan UPT Imigrasi TA 2024 

NO SATKER HASIL 

SURVEY 

EVALUASI 

1 KANIM 
KELAS II 
NON TPI 
MAMUJU 

94.59 1. Sepanjang Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II 
Non TPI Mamuju menerima Permohonan 
terhadap Pelayanan Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia (DPRI) sebanyak 4.469 dan 
sudah diselesaikan sebanyak 4.446 

2. permohonan terhadap Pelayanan Izin Tingga 
(perpanjangan dan allih status) sebanyak 26 
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NO SATKER HASIL 

SURVEY 

EVALUASI 

Permohonan dan sudah diselesaikan sebanyak 
26 permohonan 

2 KANIM 

KELAS II 

NON TPI 

POLMAN 

99.87 1. Sepanjang Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II 
Non TPI Mamuju menerima Permohonan 
terhadap Pelayanan Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia (DPRI) sebanyak 6.559 dan 
sudah diselesaikan sebanyak 6.559 namun ada 
permohonan yang di tolak sebanyak 5 
Permohonan dan 13 Batal by System; 

2. permohonan terhadap Pelayanan Izin Tingga 
(perpanjangan dan allih status) sebanyak 70 
Permohonan dan sudah diselesaikan sebanyak 
70 permohonan 

RATA-RATA 
NILAI SURVEY 

97.23  

 

Persentase Capaian 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realiasi Capaian

Target 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
97.23

90 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 108.03% 

 

Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah 
yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di 

Kewilayahan yang diterima 2024 

Indikator Target 
PK 

Target 
Renstra 

Realisasi  Capaian 

Persentase Layanan Keimigrasian di 
Wilayah yang Diselesaikan Terhadap Total 
Permohonan Layanan Keimigrasian di 
Kewilayahan yang diterima 

90% 90% 97.23% 108.03% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam  

dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maka target di tahun 

2024 tercapai. Hal ini terlihat dari target kinerja untuk IKK I “Persentase Layanan 

Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan 

Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima” tahun 2024 adalah sebesar 

90%, sedangkan realisasi di tahun 2024 mencapai 97.23% atau nilai capaian 

sebesar 108.03% dibandingkan target tahun 2024. 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Sasaran Kegiatan ini baru ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana 

Strategis Tahun 2020-2024 pada bulan Februari tahun 2024 sehingga target 

indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada  tahun 2024 

sehingga tidak memiliki pembanding capaian kinerja di tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat 

kegiatan pengukuran Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang 

diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan 

yang diterima hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui unit 

eselon I Direktorat Jenderal Imigrasi beserta seluruh jajaran Unit Pelaksan 

Teknis di bawahnya termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dan 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah 

yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di 

Kewilayahan yang diterima dan peningkatan dari tahun sebelumnya tidak 

terlepas dari upaya Unit Pelaksana Teknis Imigrasi untuk terus memberikan 

pelayanan terbaik melalui metode jemput bola dan pendekatan ke masyarakat 

demi performa kinerja yang semakin baik. Berikut adalah upaya yang telah 

dilakukan yang menunjang keberhasilan pencapaian tersebut: 

- Tetap menerapkan pelayanan yang sehat di masa endemi Covid-19; 

- Memberlakukan standarisasi pelayanan ‘Service of Excellence’ yang bertujuan 

untuk mewujudkan zero complaint dengan cara: menjamin kesopanan, 

keramahan dan kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan; 

- Konsisten melaksanakan dan mengembangkan inovasi layanan yang telah 

ada; 

- Memberikan layanan Ramah HAM terhadap kelompok rentan; 

- Turut menerapkan pemberian reward and punishment bagi petugas layanan, 

sehingga petugas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat; 
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- Melaksanakan penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat secara 

masif melalui sosialisasi tatap muka dan door to door, publikasi dan edukasi 

kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik yang berdampak pada 

citra positif imigrasi di mata masyarakat semakin meningkat; 

- Menjalankan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang responsif 

melalui Unit Layanan Pengaduan, Unit Pengendalian Gratifikasi dan Pos 

Yankomas serta melalui berbagai kanal pengaduan seperti aplikasi e-LAPOR 

dan berbagai kanal media sosial dan website Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Mamuju dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar;  

- Meningkatkan kerja sama keimigrasian dengan stakeholder terkait dalam 

rangka pencegahan dan penanganan PMI Non Prosedural dan TPPO serta 

kerjasama keimigrasian melalui MoU dengan stakeholder terkait dalam rangka 

peningkatan pelayanan; 

- Melakukan pertukaran data dan informasi dengan stakeholder terkait untuk 

memudahkan verifikasi dan identifikasi permasalahan terkait dengan dokumen 

persyaratan permohonan; 

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan seperti penyediaan 

fasilitas internet gratis bagi pemohon, penyediaan mesin fotokopi gratis, 

penyediaan konsumsi pelayanan publik gratis, fasilitas parkir gratis bagi 

pemohon dan penyediaan area pelayanan ramah HAM, termasuk akses dan 

jalur khusus bagi pemohon disabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

Sasaran 
Kegiatan

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT 
Imigrasi

Indikator 
Kinerja 1

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup 
UPT Imigrasi terhadap Layanan 
Kesekretariatan

Indikator 
Kinerja 2

Target 100% 

Target 3.1 Indeks 
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PERSENTASE PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUP UPT IMIGRASI 

• RUMUS PERHITUNGAN 

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 

Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Keimigrasian” untuk tahun 2024  diukur melalui 

Progres Pelaksanaan Rencana Aksi RB sesuai Tugas dan Kewenangan Direktorat 

Jenderal Imigrasi pada Tahun berjalan. Adapun formula atau cara menghitung 

realisasi indicator Kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

𝑥 =
Rencana Aksi RB terkait Ditjen Imigrasi  yang Terlaksana

Total Rencana Aksi RB terkait Ditjen Imigrasi
 𝑥 100% 

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Keimigrasian di 

laksanakan pada 2 (dua) UPT sebagaiaman data terlampir pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.15 Rekapitulasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB di UPT Imigrasi  
TA 2024 

NO SATKER 

PEMENUHAN DADUK 
RENAKSI RB EVALUASI 

B03 B06 B09 B12 

1 KANIM KELAS II NON 
TPI MAMUJU 

100% 100% 100% 100% 
Data dukung Rencana Aksi 
RB terlaksana 100% 

2 KANIM KELAS II NON 
TPI POLMAN 

100% 100% 100% 100% 

 

Persentase Capaian 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realiasi Capaian

Target 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100%

100%
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 100% 

Tabel 3.16 Realisasi dan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 
Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi TA 2024 

 

Indikator Target 
PK 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi 

 

100% 100% 100% 100% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di Lingkup UPT imigrasi mempunyai target Rencana Strategis sebesar 
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100%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerjanya, sehingga 

dengan tercapaianya target di Perjanjian Kinerja maka target Renstar TA 2024 ini 

juga tercapai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi merupakan indikator baru atas perubahan 

Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Untuk Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi bukan merupakan target prioritas nasional, 

maka dari itu belum dapat dilakukan perbandingan dengan target prioritas 

nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana teknis berkomitmen untuk mewujudkan Zona 

Integritas di seluruh Satuan Kerja. Komitmen ini menjadi acuan semangat 

membangun ZI dengan melakukan pemenuhan Rencana Aksi. 

 

INDEKS KEPUASAN UNIT KERJA LINGKUP UPT IMIGRASI TERHADAP 

LAYANAN KESEKRETARIATAN 

• RUMUS HITUNGAN 

Pada IKU tahun 2024 perhitungan Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup UPT 

Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan menggunakan Penilaian Capaian : 

Cara manual menggunakan MS. Excel dengan cara 

5. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total 

bobot seluruh pertanyaan haus sama dengan 100%); 

6. Hitung nilai Kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert 

(n) x Jumlah Responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk 

seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap 

pertanyaan (∑(fn)) serta jumlah respoden yang memilih (∑f); 

7. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan 

rumus : (∑(fn))/(∑f); 
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8. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = 

(Ōn) X (bn) 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan. 

Bedasarkan survey yang di laksanakan masing-masing Unit Pelaksana 

Teknis Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sulawesi Barat, maka didapati hasil survey pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.17 Hasil Survey Layanan Kesekretariatan pada UPT Imigrasi TA 2024 

NO SATKER 
HASIL SURVEY 

EVALUASI 

1 KANIM KELAS II NON TPI MAMUJU 3.89 UPT 
Pemsayaraktan 

sudah 
melaksanakan 

survey 

2 KANIM KELAS II NON TPI POLMAN 4 

TOTAL PERSENTASE PEMENUHAN 
3.95 

 

Persentase Capaian  

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realiasi Capaian

Target 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
3.95

3.1 
 𝑥 100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 127.42% 

Tabel 3.18 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 
Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan TA 2024 

Indikator Target 
PK 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT 
Pemasyarakatan terhadap Layanan 
Kesekretariatan 

 

3.1 3.1 3.95 127.42% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi 

terhadap Layanan Kesekretariatan mempunya target Rencana Strategis sebesar 

3.1 indeks, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerjanya, sehingga 

dengan tercapaianya target di Perjanjian Kinerja maka target Renstar TA 2024 ini 

juga tercapai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Untuk Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi 

terhadap Layanan Kesekretariatan merupakan indikator baru atas perubahan 

Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Untuk Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi 

terhadap Layanan Kesekretariatan bukan merupakan target prioritas nasional, 

maka dari itu belum dapat dilakukan perbandingan dengan target prioritas 

nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan berkomitmen melakukan pelayanan 

kesekretariatan demi terlaksana Program Dukungan Manajemen di Wilayah. 

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM 

Pada Tahun 2024 terjadi perbuahan Perjanjian Kinerja dikarenakan telah 

ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, maka 

dari itu seluruh Kantor Wilayah melakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2024 

sehingga mengakitbatkan Perjanjian Kinerja juga berubah. Untuk Perjanjian Kinerja 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terjadi 2 (dua) kali perubahan yaitu : 

1. Perubahan peraturan pada tanggal 27 Maret 2024 terdapat perubahan Perjanjian 

Kinerja dimana awalnya terdapat 13 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja 

Kegiatan sehingga menjadi 13 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Kegiatan; 

2. Perubahan Struktural pada tanggal 2 Mei 2024 dikarenakan Kepala Kanto Wilayah 

memasuki masa Pensiun. 

A. Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Bidang Administrasi Hukum Umum 

(AHU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
Sasaran Kegiatan 

1
• Indikator KInerja Kegiatan :

• Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah 
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat 
terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor 
wiayah

Sasaran Kegiatan 
2

• Indikator Kinerja Kegiatan :

• Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran 
perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang 
diselesaikan

Target 6% 

Target 

90% 
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Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah 

I Sasaran Kegiatan Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah 

 Indikator Kinerja Kegiatan 

1 Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah 

Target  : 6% 

Rumus 
Perhitungan 

: 
x =

𝑃𝑁𝐵𝑃 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝑃𝑁𝐵𝑃 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐿𝑎𝑙𝑢

PNBP Tahun Lalu
=  

 

𝑥 =
139.400.000 − 468.484.667

468.484.667
 𝑥 100% 

𝑥 = −0.70% 

Persentase 
Capaian 

: 
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
−0.70%

6%
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = −0.11% 

Ket :  

Tabel 3.19 Capaian Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum 

Umum di Kantor Wilayah TA 2024 
 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase peningkatan PNBP Ditjen 
Administrasi Hukum Umum di Kantor 
Wilayah 

6% 6% -0.11% -0.11% 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Untuk  tahun 2024 Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum 

Umum di Kantor Wilayah memiliki target 6% sama dengan target pada Perjanjian 

Kinerja, sehingga dengan tidak tercapai target pada Perjanjian Kinerja maka tidak 

tercapai pula target Renstra 2024. 

• PERBANDINAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan hasil Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum 

Umum di Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2024 dengan tahun sebelumnya tersaji 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.20 Persentase Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di 
wilayah Tahun 2023 dan 2024 

 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Persentase peningkatan PNBP 
Ditjen Administrasi Hukum Umum 
di Kantor Wilayah 

5% 6% -0.4% -0.11 % -0.08% -0.11% 

• PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET PRIORITAS 

NASIONAL 

Indikator Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di 

Kantor Wilayah bukan merupakan target prioritas nasional sehingga kinerja ini tidak 

memiliki perbandingan dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB/KENDALA  

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mencapai suatu tujuan pasti akan diperhadapkan 

dengan berbagai macam kendala atau faktor penghambat, baik yang sifatnya ringan 

sampai dengan kendala yang sifatnya sulit. Hal demikian merupakan suatu hal yang 

wajar dalam suatu organisasi. Berikut adalah berbagai macam kendala yang 

dihadapi oleh Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dalam mencapai 

target peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah diantaranya : 

1. Masih adanya masyarakat di beberapa wilayah Sulawesi Barat yang belum 

mengetahui Informasi terkait Layanan AHU; 

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat kesulitan dalam 

menentukan Narasumber pada setiap kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan 

disebabkan karena kurangnya SDM yang berkompeten kaitannya dengan 

Layanan Administrasi Hukum Umum; 

3. Terkadang target audiens tidak sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak 

sesuai dengan peserta yang tertera pada undangan yang disebarkan kepada 

Stakeholder; 

4. Terputusnya informasi mengenai Layanan Administrasi Hukum Umum pada 

Instansi terkait pada saat pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder padahal 

tujuan dari pelaksanaan koordinasitersebut agar Instansi terkait bisa melanjutkan 

informasi atau menyebarluaskan informasi dari Kantor Wilayah ke 

masyarakatnya. 
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Alternatif/solusi dalam menghadapi kendala 

Dalam menghadapi kendala tersebut diatas maka Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM dalam Hal ini Subbidang Pelayanan Adminstrasi Hukum Umum di 

Wilayah menyusun suatu alternatif atau solusi sehinga kendala tersebut dapat 

diminimalisir. Adapun solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kulitas dan kuantitas kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi 

Hukum Umum di Wilayah sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat; 

2. Kantor Wilayah mengundang atau menunjuk orang dari luar Daerah Sulawesi 

Barat untuk dapat menjadi Narasumber dalam melaksanakan kegiatan 

Sosilisasi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah; 

3. Menekankan kepada semua instansi yang akan hadir mengikuti kegiatan 

Kantor Wilayah agar menunjuk audiens yang telah ditentukan dalam undangan 

sehingga manfaat atau tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut terlaksana 

sesuai dengan target yang diharapkan;  

4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat membuat suatu 

instrument dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi sehingga setiap 

pelaksanaan koordinasi dapat terlaksanan sesuai dengan output dan pada 

akhirnya outcome yang diharapkan dapat tercapai. Dan setiap pelaksanaan 

Kegiatan Koordinasi akan dimuat pada website Kantor Wilayah dalam bentuk 

berita maupun pada media yang telah melakukan kerjasama dengan Kantor 

Wilayah. 

TERWUJUDNYA PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT 

DUGAAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS DI KANTOR WIAYAH 

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian 

laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan 

pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. Target yang ditetapkan adalah sebesar 86%. 

Adapun rata-rata realisasi capaian pada indikator kinerja ini, yaitu sebesar 100%. Hal 

ini menandakan bahwa laporan pengaduan masyarakat yang masuk di Kantor 

Wilayah sudah terselesaikan semuanya. 
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II Kegiatan Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wiayah 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris 
dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan 

 Target  : 90% 

 Rumus 
Perhitungan 

: 
𝑥 =

Jmlh Pengaduan yg diselesaikan

Jmlh Seluruh Pengaduan Masyarakat
 𝑥 100% 

𝑥 =
2

2
 𝑥 100% 

𝑥 = 100% 
 

 Persentase 
Capaian 

: 
%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

Realisasi

Target
𝑥100% 

%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100%

90%
𝑥100% 

%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 111% 

 
 Ket : Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah Persentase 

penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan 
pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. 
Target yang ditetapkan adalah sebesar 90%. Adapun rata-rata 
realisasi capaian pada indikator kinerja ini, yaitu sebesar 100%. 
Hal ini menandakan bahwa laporan pengaduan masyarakat yang 
masuk di Kantor Wilayah sudah terselesaikan semuanya. Adapun 
laporan pengaduan yang masuk berasal dari Aparat Penegak 
Hukum dengan tujuan permohonan sebagai saksi pada kasus 
masing-masing 

 
Tabel 3.21  Realisasi dan Capaian Persentase Laporan Pengaduan Masyarkat terkait 

dugaan pelanggaran Notaris TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase laporan pengaduan 
masyarakat terkait dugaan pelanggaran 
perilaku Notaris dan pelaksanaan 
jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang 
diselesaikan 

90% 90% 100% 111% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Untuk Tahun 2024 Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan 

pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah 

yang diselesaika memiliki target 90% dimana target tersebut sama dengan target 
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Perjanjian Kinerja, sehingga dengan tercapainya target pada Perjanjian Kinerja 

maka tercapai pula target pada Renstra. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan 

pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah 

yang diselesaikan dengan tahun sebelumnya tersaji pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.22 Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran 
perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan 

Tahun 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Persentase penyelesaian laporan 
pengaduan masyarakat terkait dugaan  
pelanggaran perilaku dan pelaksanaan 
jabatan Notaris di wilayah 

86% 90% 100% 100% 116% 111% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Kinerja ini bukan merupakan salah satu target Prioritas Nasional sehingga 

data tidak dapat dibandingkan. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Adapun faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Koordinasi yang rutin dan berkesinambungan dengan Unit Eselon I di Pusat 

terkait dengan Layanan kenotariatan; 

2. Masyarakat atau pengadu seringkali salah persepsi terkait dengan jabatan 

Notaris karena terkadang aduan yang masuk di Majelis Pengawas Notaris tidak 

sama sekali berkaitan dengan jabatan Notaris melainkan Jabatannya sebagai 

PPAT sehingga aduan tersebut dapat diselesaikan secara cepat; 

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris guna 

menciptakan Notaris yang professional dalam melaksakan tugas dan 

kewajibannya; 

4. Meningkatkan kualitas Majelis Pengawas Notaris dengan melaksanakan kegiatan 

Sosialisasi maupun rapat internal antara sesama majelis Pengawas. 
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Keberhasilan capaian pada Indikator Kinerja ini juga tidak terlepas dari kendala 

yang di hadapi saat pelaksanaannya, dimana beberapa kendala yang di hadapi 

yaitu: 

1. Kurangnya pemahaman Notaris mengenai penerapan PMPJ yang 

memungkinkan Notariss terjerat kasus TPPU dan TPPT; 

2. Beberapa Notaris tidak update dengan aturan-aturan yang baru terkait dengan 

kenotariatan sehingga terkadang produk hukum yang dikeluarkan tidak lagi 

sesuai dengan aturan yang sekarang; 

3. Dalam hal kegiatan Sosialisasi yang berhubungan dengan kenotariatan maupun 

yang lain, Notaris sering kali mewakilkan dirinya kepada staf untuk mengikuti 

kegiatan tersebut sehingga targt dari sosialisasi tersebut kurang maksimal; 

4. Masyarakat belum bisa membedakan yang mana Jabatan Notaris dan mana 

Jabatan PPAT, masyarakat menganggap kedua hal tersebut adalah sama 

sehingga kasus yang harusnya diadukan ke Kanwil Pertanahan justru masuk di 

Kantor Wilayah. 

Alternatif/Solusi dalam menghadapi kendala tersebut adalah sebagai berikutP: 

1. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi maupun Koordinasi terhadap Notaris 

kaitannya dengan pentingnya penerapan PMPJ bagi kline karena dapat 

menghindarkan Notaris dari TPPU dan TTPT; 

2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dengan target audiens adalah 

Notaris maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga 

menyiapkan tautan zoom kepada Notaris yang berada di luar wilayah Kabupaten 

Mamuju sehingga tidak ada lagi alasan bagi Notaris untuk tidak mengikuti 

kegiatan tersebut; 

3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan di seluruh Wilayah 

Sulawesi Barat. 
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B. PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM PADA KEKAYAAN INTELEKTUAL 

(KI) 

 

 

PERSENTASE PENYELESAIAN ADUAN PELANGGARAN KEKAYAAN 

INTELEKTUAL DI WILAYAH 

I Kegiatan Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah 

Target  : 30% 

Rumus 
Hitungan 

: 
𝑥 =

Jmlh Pelanggaran KI yg di tangani Kanwil

Pengaduan yg masuk ke Kanwil 
 𝑥 100% 

=
1

1 
 𝑥 100% 

= 100% 
 

Persentase 
Capaian 

: %𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realisasi

Target
𝑥100% 

%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

30
𝑥100% = 333% 

 
Ket : Kantor Wilayah sudah menyelesaikan aduan pelanggaran KI di 

tahun 2024 dimana pengaduan sebanyak 1 pelaporan  

 

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan 
Intelektual di Wilayah

Sasaran 
Kegiatan 1
•Indikator Kinerja Kegiatan  :

•Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual di Wilayah

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat 
terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran 
Kegiatan 2

•Indikator Kinerja Kegiatan 1 :

•Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual 
di Wilayah

•Indikator Kinerja Kegiatan 2 :

•Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di 
Wilayah

Target 30% 

Target 70% 

Target 20% 
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Tabel 3.23 Capaian dan Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan 
Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Persentase Penyelesaian Aduan 
Pelanggaran Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

30% 30% 100% 333% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Untuk tahun 2024 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan 

Intelektual di Wilayah memliki target 30% dimana target tersebut sama dengan 

target Perjanjian Kinerja sehingga dengan tercapainya target pada Perjanjian 

Kinerja maka tercapai pula target pada Rencana Strategisnya 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 

di Wilayah dengan target tahun sebelumnya tersaji pada  

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.24 Perbandingan Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Persentase Penanganan Aduan 
Pelanggaran Kekayaan 
Intelektual 

100% 30% 100% 100% 100% 333% 

 

• PERBANDINGAN REALISASI DENGAN PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual belum 

termasuk target Prioritas Nasional sehingga belum dapat dilakukan perbandingan. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Kantor Wilayah dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran Kekayaan 

Intelektual telah melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung melalui 

program kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan dan pengawasan serta 

pemantauan. Hal tersebut hingga di pertengahan Tahun 2024 masih terus dilakukan 

oleh Kantor Wilayah, dan keberhasilan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh: 
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1. Kesadaran Hukum dari pihak Pelapor bahwa tindakan pelanggaran Kekayaan 

Intelektual yang dialami tersebut memang perlu diadukan dan diperlukan 

tindakkan khusus dari yang berwenang agar perbuatan tersebut tidak terus 

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan 

pihak lainnya; 

2. Kesigapan Kantor Wilayah Sulawesi Barat dalam menindaklanjuti laporan 

aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual; 

3. Kantor Wilayah dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran Kekayaan 

Intelektual telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengawasan, edukasi serta 

pemantauan secara langsung. Hal tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah 

sehingga pemahaman masyarakat pelaku seni, akademisi, serta generasi muda 

semakin meningkat sehingga tidak akan terjadi lagi pelanggaran atas Hak 

Kekayaan Intelektual. 

PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KEKAYAAN INTELEKTUAL 

DI WILAYAH 

II Kegiatan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 
 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 
 

Target  : 70% 

Rumus 
Hitungan 

: 
𝑥 =

Jmlh Peserta Diseminasi yg memahamii KI

Jmlh Seluruh Peserta Diseminasi di Wilayah
 𝑥 100% 

𝑥 =
900

900
 𝑥 100% 

𝑥 = 100% 

Jumlah peserta diseminasi/edukasi yang memahami KI diukur 
berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 10% 
dibanding preassessment 

Persentase 
Capaian 

: %𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

Target
𝑥100% 

%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100%

70%
𝑥100% 

%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 143% 

 
Ket :  
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Tabel 3.25 Realisasi dan Capaian Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan 
Intelektual di Wilayah TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase Masyarakat yang 
Memahami Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

70% 70% 100% 143% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada tahun 2024 indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan 

Intelektual di Wilayah memiliki target 70% dimana target tersebut sama dengan 

target Perjanjian Kinerja, sehingga dengan tercapai target pada Perjanjian Kinerja 

maka targer Rencana Strategis juga tercapai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Pada tahun 2024 indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan 

Intelektual di Wilayah memiliki target 70% sedangkan di tahun sebelumnya 

targetnya adalah Lokus, hal ini terjadi karena ada perubahan Rencana Startegis dan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga indikator ini tidak dapat dilakukan 

perbandingan dengan tahun sebelumnya. 

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Masyarakat Memahami KI antara  
tahun 2023 dan 2024 

Indikator Target 
2023 

Realisasi 2023 Persentase 
2023 

Masyarakat yang Memahami Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

1 Lokus 6 Lokus 600% 

Indikator Target 
2024 

Realisasi 2024 Persentase 
2024 

Persentase Masyarakat yang Memahami 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 

70% 100% 143% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Pada tahun 2024 indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan 

Intelektual di Wilayah bukan merupakan Prioritas Nasional sehingga tidak dapat 

dilakukkan perbandingan dengan target proritas nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Dalam perjanjian kinerja telah ditetapkan target mengenai presentase masyarakat 

yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah oleh Kantor Wilayah yang harus 
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dicapai. Kantor Wilayah telah melaksanakannya dan telah mencapai target bahkan 

telah melampauinya. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya: 

1. Peningkatan Pemahaman dan kesadaran masyarakat/para pelajar terkait 

pentingnya pemahaman dan perlindungan serta peningkatan jumlah 

pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui kegiatan sosialisasioleh para Guru 

Kekayaan Intelektual; 

2. Sosialisasi guna membangun Terjalinnya sinergi yang baik yang dibangun oleh 

Kantor Wilayah dengan stakeholder terkait 

 

PERSENTASE PENINGKATAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI 

WILAYAH 

I Kegiatan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 
 

 Indikator Kegiatan 

2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah 
 

Target  : 20% 

Rumus 
Hitungan 

: 

𝑥 =

Jmlh Permohonan KI di wilayah tahun berjln −
jmlh permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya 

Jmlh permohonan KI di Wilayah tahun sebelumnya
 𝑥 100% 

𝑥 =
476 − 387

387
 𝑥 100% 

𝑥 = 23% 

Persentase 
Capaian 

: %𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

Target
𝑥100% 

%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
23%

20%
𝑥100% 

%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 115% 

 
Ket : Berdasarkan Perjanjian Kinerja mengenai Persentase 

Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah 
dengan target 20%, dan realisasi yang diperoleh sebesar 115%. 
Yang artinya kantor wilayah belum mencapai target yang telah 
ditetapkan hingga tahun ini. Dengan demikian diperoleh 
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di 
Wilayah Tahun 2024 sebesar 22.99% dan melebihi dari target 
yang ditentukan yaitu 20% 
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Tabel 3.27 Realisasi dan Capaian PersentasePeningkatan Permohonan Kekayaan 
Intelektual di Wilayah TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

PersentasePeningkatan Permohonan 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 

20% 20% 23% 115% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Pada tahun 2024 indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan 

Intelektual di Wilayah memliki target 20% dimana target tersebut sama dengan 

dengan target Perjanjian Kinerja, sehingga tidak tercapai nya target Perjanjian 

Kinerja menyebabkan target Rencana Strategis juga belum tercapai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah 

mempunyai target Persentase sedangkan target tahun lalu berupaya layanan, 

sehingga realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan. 

Tabel 3.28 Perbandingan  Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan 
Intelektual di Wilayah tahun 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2023 2023 

Jumlah Permohonan KI yang 
Difasilitasi Kantor Wilayah 

12 
Layanan 

110 
Layanan 

916,7% 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2024 2024 2024 

Persentase Peningkatan Permohonan 
Kekayaan Intelektual di Wilayah 

20% 23% 115% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah 

bukan merupakan target prioritas nasional sehingga tidak dapat dibandingkan 

dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB/KENDALA 

Kantor Wilayah terus bekerjasama dengan instansi terkait dan melaksanakan 

berbagai diseminasi mulai dari siswa sekolah hingga pelaku UMKM dalam 

mengupayakan peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah. Adapun 

kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut disebabkan karena: 
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1. Permohonan yang diterima belum seluruhnya dilakukan penginputan. Hal ini 

disebabkan oleh pendaftaran KI semuanya dilakukan oleh Kantor Wilayah; 

2. Selain itu, juga disebabkan oleh Pemohon belum melakukan pembayaran kode 

billing; 

3. Masyarakat/pelaku usaha masih kesulitan untuk mengakses/melakukan 

pendaftaran KI secara mandiri. Meskipun terdapat kendala, namun berbagai 

upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan diantaranya: 

a) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaskanaan sosialisasi terkait 

Kekayaan intelektual; 

b) Terus dilakukan pendampingan kepada Rumah BUMN terkait tata cara 

pendaftaran KI secara mandiri; dan 

c) Pelaksanaan MOU dengan Pemerintah Daerah dan Swasta,Rumah BUMN, 

dan Perguruan Tinggi terkait  di Wilayah Sulawesi Barat. 

Solusi/Alternatif dalam mencapai target Perjanjian Kinerja 

Terkait dengan capaian atas Layanan KI Tahun 2024 juga tidak terlepas dari inovasi 

kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Adapun beberapa capaian Program 

seperti memberikan layanan Jemput Bola, untuk memberikan pemahaman dan 

memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran terkait Kekayaan 

Intelektual. 

 

C. PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI PADA PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (PP) 

 

Terfasilitasinya rancangan produk hukum 
di daerah

Sasaran 
Kegiatan 1

• Indikator KInerja Kegiatan : Persentase rancangan 
peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah 
Kemenkumham

Meningkatnya Pembinaan Perancang 
Peraturan Perundang-undangan

Sasaran 
Kegiatan 2

• Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga 
Perancang Peraturan Perundang-undangan

Target 80% 

Target 13 Orang 
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PERSENTASE RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI OLEH 

KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM 

 

I Kegiatan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham 

Target  : 80%  

Hitungan 
Realisasi 

: 
𝑥 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑦𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖 𝑑𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

Jumlah permohonan harmonisasi Perda
𝑥100% 

=  
198

198
𝑥100% = 100% 

Persentase 
Capaian 

: 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥100% 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

80
𝑥100% =  125% 

Ket : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 
menerima sejumlah 84 permohonan rancangan produk hukum 
daerah selama Tahun 2024 dan melalui Perancang Peraturan 
Perundang-undangan di kantor wilayah telah berhasil 
memfasilitasi permohonan tersebut dan diharmonisasikan 
selama tahun 2024 

 
Tabel 3.29 Realisasi dan Capaian Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh 

Kantor Wilayah Kemenkumham TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase rancangan perda yang 
difasilitasi oleh Kantor Wilayah 
Kemenkumham 

80% 80% 100% 125% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Untuk tahun 2024 indikator Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh 

Kantor Wilayah Kemenkumham memiliki target sebesar 80% dimana target tersebut 

sama dengan target Perjanjian Kinerja, sehingga berhasilnya target tersebut di 

capai maka target rencana satartegis nya juga tercapai. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor 

Wilayah Kemenkumham dengan target tahun sebelumnya tersaji pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 3.30 Perbandingan Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor 
Wilayah Kemenkumham 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Persentase Rancangan Perda 
yang Difasilitasi oleh Kantor 
Wilayah Kemenkumham 

80% 80% 100% 100% 125% 125% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah 

Kemenkumham bukan merupakan target Prioritas Nasional sehingga belum bisa 

dibandingkan dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Keberhasilan 

pencapaian target dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan 

tersebut berperan serta pada tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan, 

hingga pengundangan, mengoptimalkan peran perancang peraturan perundang-

undangan yang berkualitas dan penguatan koordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait penyusunan hingga 

pengundangan. 

Namun dalam pelaksanaan ditemukan juga kendala dalam kegiatannya, 

diantaranya yaitu: 

1. Pada saat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPRD ataupun 

dengan pihak pemerintah daerah masih tergantung jadwal instansi terkait 

sehingga penyelesaian RUU dan lainnya menjadi tidak dapat ditentukan secara 

pasti; 

2. Terdapat rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan untuk 

diharmonisasi belum diperoleh kesepakatan pembahasan di tingkat akhir dan 

masalah substansi lainnya antara lain minim pengaturan serta belum memenuhi 

persyaratan administrasi sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian 

berlangsung relatif lebih lama; 
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3. Perwakilan pemerintah daerah dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan 

perundang-undangan sering berganti-ganti atau kurang berkompeten dalam 

mengambil keputusan, atau tidak melaporkan hasil rapat kepada pimpinannya, 

sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian menjadi lama atau 

terhambata; 

4. Kementerian/lembaga belum memiliki Pejabat Fungsional Peranacang Peraturan 

Perundang-Undangan yang memadai dan kompeten untuk melakukan 

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada setiap tahap 

pembentukan rancangan peraturan Perundang-Undangan; 

5. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah pemrakarsa kurang memahami 

prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanag Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sehingga sering kali tidak melalui proses rapat PAK dan 

tidak melalui proses harmonisasi peraturan perundang-undangan; 

6. Belum terstandarisasinya kegiatan fasilitasi perancangan peraturana daerah. 

Alternatif/soulis dalam menghadapi kendala antara lain: 

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, aspiratif, 

transparan dan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Dukungan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari 

Jenjang Pertama hingga Madya yang memadai dan berkompeten di tingkat 

Kantor Wilayah; 

3. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diundang turut pula dalam 

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan mengurangi 

kemungkinan adanya peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih 

(disharmoni); 

4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemda pada masing-

masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; 

5. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pembentukan 

peraturan perundang-undangan. 
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JUMLAH PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINAAN TENAGA PERANCANG 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

II Kegiatan Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan 
Perundang-undangan 

 Indikator Kegiatan 

 Indikator Kegiatan 

1 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan 
perundangan-undangan 

Target  : 13 Orang 

Hitungan 
Realisasi 

: Jumlah seleruh Perancang Peratura Perundang-Undangan yang di bina di 
tahun berjalan 
 
Di Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terdapat 
13 Orang Perancang 

Persentase 
Capaian 

: 
%𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

Realisasi

Target 
𝑥100% 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
13

13 
𝑥100% = 100% 

Ket : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 
telah melaksanakan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan 
Perundangundangan yang diantaranya berasal dari Perancang 
Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, serta 
mengundang pula perancang dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
maupun Provinsi sejumlah 13 orang untuk ikut serta dalam 
pembinaan yang kemudian mengundang narasumber dari pusat 
yaitu Kemendagri dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan 

 
Tabel 3.31 Realisasi dan Capaian Jumlah seleruh Perancang Peratura Perundang-

Undangan yang di bina di tahun berjalan TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Jumlah seleruh Perancang Peratura 
Perundang-Undangan yang di bina di 
tahun berjalan 

13 Orang 13 Orang 13 Orang 100% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Untuk Tahun 2024 indikator Jumlah seleruh Perancang Peratura Perundang-

Undangan yang di bina di tahun berjalan memiliki target sebanyak 612 orang untuk 

seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk di Sulawesi Barat 
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memiliki jumlah Perancang sebanyak 13 orang dan semua sudah mendapatkan 

pembinaan. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan indikator Jumlah seleruh Perancang Peratura Perundang-Undangan 

yang di bina di tahun berjalan tersaji pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.32 Perbandingan Pembianaan Perancang 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Jumlah Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan di Daerah 
yang Mendapatkan Pembinaan 

13 Org 13 Org 29 13 223% 100% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

indikator Jumlah seleruh Perancang Peratura Perundang-Undangan yang di bina di 

tahun berjalan bukan merupakan target Prioritas Nasional sehingga tidak dapat 

dibandingan dengan target prioritas nasional tersebut. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan perancang 

berperan penting dalam semua tahapan mulai dari perencanaan hingga 

pengundangan. Keberhasilan dalam mencapaI target pada setiap tahap tersebut 

mendukung kualitas perancangan dan koordinasi efektif dengan 

Kementerian/Lembaga/Pemda terkait. Kerjasama yang baik menjadi faktor kunci 

dalam meningkatkan kapasitas perancang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Sulawesi Barat, selain itu adanya tenaga Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan Ahli Muda yang saat ini sedang menunggu proses menuju 

Ahli Madya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga 

turut menunjang dalam peningkatan kapasitas karena jumlah tenaga perancang di 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat cenderung lebih 

banyak pada tingkat Ahli Pertama yang juga dalam proses menuju Ahli Muda. 
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D. PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI PADA BPHN 

 

JUMLAH ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM YANG DILAKUKAN 

I Kegiatan Terwujudnya Analisis dan evaluasi produk hukum di 
wilayah serta fasilitasi perencanaan perda 

 Indikator Kegiatan 

1 Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan 

Target  : 1 Dokumen 

Realisasi : 1 Dokumen 

Capaian : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realisasi (1)

Target (1)
𝑥100% =  100% 

Ket : Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan 
peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah 
sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan produk hukum 
daerah yang lebih berkualitas yang mana pada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah 
melaksanakan kegiatan tersebut dan menghasilkan 1 (satu) 
dokumen 

 
Tabel 3.33 Realisasi dan capaian Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang 

dilakukan TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Jumlah analisis dan evaluasi produk 
hukum yang dilakukan 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

100% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Pada Tahun 2024 Indikator Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang 

dilakukan memiliki target renstra sebanyak 1 Dokumen, dimana target ini sama 

dengan target Perjanjian Kinerja. Dan maka dari itu keberhaslan dalam capaian 

target Perjanjian Kinerja sejalan dengan keberhasilan target Rencana Strategisnya. 

Terwujudnya Analisis dan evaluasi produk hukum di 
wilayah serta fasilitasi perencanaan perda

Sasaran 
Kegiatan

• Indikator Kinerja 1 :

• Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan

• Indikator Kinerja 2 :

• Jumlah fasilitasi perencanaan perda

Target 1 Dok 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA  

Indikator Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan merupakan 

indikator baru di tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan Rencana Startegis 

sehingga mengakibatkan perubahan Perjanjian Kinerja, maka dari itu indikator ini 

tidak dapat dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan bukan 

merupakan Prioritas Nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target 

Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Progres Legislasi Tahun 2024 telah maksimal, hal itu dapat dilihat dari kuantitas 

Ranperda yang diajukan pihak eksekutif dan telah ditetapkan seluruhnya. Pelibatan 

perancang sejak awal sangat diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah 

sehingga kendala-kendala dalam proses pembentukan dapat diminimalisir. Adapun 

kendala yang sangat menonjol ialah tidak adanya JF Analis Hukum yang 

seharusnya juga turut andil dalam proses analisis dan evaluasi produk hukum yang 

ada. Solusi yang dapat dilakukan tentu memaksimalkan tenaga perancang 

peraturan perundang-undangan yang ada di kantor wilayah. 

JUMLAH FASILITASI PERENCANAAN PERDA 

I Kegiatan Terwujudnya Analisis dan evaluasi produk hukum di 
wilayah serta fasilitasi perencanaan perda 
 

 Indikator Kegiatan 

 Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda 

Target  : 1 Dokumen 

Realisasi : 4 Dokumen 

Capaian : 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

Realisasi (4)

Target (1)
𝑥100% =  400% 

Ket : Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah di 
wilayah sebagai bentuk upaya bentuk upaya meningkatkan 
produk hukum daerah yang lebih berkualitas yang mana pada 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 
telah melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik 
(NA) pada Kabupataen Pasangkayu sebanyak 1 Dokumen NA, 
dan Kabupaten Mamuju sebanyak 3 Dokumen NA. 
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Tabel 3.34 Realisasi dan Capaian Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda  
TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Jumlah fasilitasi Perencanaan 
Perda 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

4 
Dokumen 

400% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA 

Pada Tahun 2024 Indikator Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda memiliki target 

renstra sebanyak 1 Dokumen, dimana target ini sama dengan target Perjanjian 

Kinerja. Dan maka dari itu keberhaslan dalam capaian target Perjanjian Kinerja 

sejalan dengan keberhasilan target Rencana Strategisnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Indikator Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda  merupakan indikator baru di tahun 

2024 dikarenakan adanya perubahan Rencana Startegis sehingga mengakibatkan 

perubahan Perjanjian Kinerja, maka dari itu indikator ini tidak dapat dibandingkan 

dengan target tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator fasilitasi Perencanaan Perda  yang dilakukan bukan merupakan Prioritas 

Nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Ranperda yang diajukan pihak pemerintah daerah dan telah ditetapkan seluruhnya. 

Faktor keberhasilannya merupakan pelibatan perancang sejak awal pada saat 

penyusunan Naskah Akademik hingga tahap akhir pembentukan Raperda 

melibatkan Perancang dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat serta 

pemerintah daerah sehingga kendalakendala dalam proses pembentukan dapat 

diminimalisir. Kendala yang sering kami hadapi terkait dengan Fasilitasi 

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah sering sekali 

berbenturan dengan jadwal kegiatan yang akan di laksanakan dengan kegiatan 

yang ada pada kantor wilayah dan pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan dalam 

menghadapi kendala tentu melakukan Koordinasi kepada pihak terkait dalam 

penyusunan menentukan jadwal fasilitasi. 
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PERSENTASE ANGGOTA JDIHN YANG DIKELOLA TERHADAP TOTAL 

ANGGOTA JDIHN DI WILAYAH 

I Kegiatan  Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan 
JDIHN di Wilayah 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah 

Target  : 25% 

Rumus 
Realisasi 

: 
𝑥 =

𝐽𝑚𝑙ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐽𝐷𝐼𝐻𝑁 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐽𝐷𝐼𝐻𝑁 𝑑𝑖 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ
 𝑥 100% 

𝑥 =
13

14
 𝑥 100% 

𝑥 = 92.85% 
 

Capaian : 
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

Realisasi 

Target 
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
92.85

25 
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 371% 

Ket : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah 
melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan 
JDIH di Wilayah pada Mei 2024 dengan narasumber dari Badan 
Pembinaan Hukum Nasional dan juga Biro Hukum Provinsi Sulawesi 
Barat yang mana dalam kegiatan tersebut hadir 13 (tiga belas) 
anggota JDIHN. Terdapat 1 anggota yang berhalangan hadir di dalam 
kegiatan tersebut yaitu DPRD Kabupaten Mamasa. Pelaksanaan 
kegiatan telah 
dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tentu disesuaikan dengan 
besaran anggaran yang telah ditetapkan. 

 

Tabel 3.35 Realisasi dan Capaian Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap 
Total Anggota JDIHN di Wilayah TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Persentase Anggota JDIHN 
yang Dikelola terhadap Total 
Anggota JDIHN di Wilayah 

25% 25% 92.85% 371% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap 

Total Anggota JDIHN di Wilayah memiliki target renstra sebanyak 25%, dimana 

target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. Dan maka dari itu keberhaslan 
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dalam capaian target Perjanjian Kinerja sejalan dengan keberhasilan target 

Rencana Strategisnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN 

di Wilayah merupakan indikator baru di tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan 

Rencana Startegis sehingga mengakibatkan perubahan Perjanjian Kinerja, maka 

dari itu indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN 

di Wilayah bukan merupakan Prioritas Nasional sehingga tidak dapat dibandingkan 

dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan Badan Pembinaan 

Hukum Nasional menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan 

pembinaan dan pengembangan pengelolaan JDIH di wilayah yang telah 

dilaksanakan beberapa waktu lalu, selain itu adanya koordinasi yang dibangun 

dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat juga turut mendukung dalam 

pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik. Selain itu adanya monitoring dan 

evaluasi secara berkelanjutan kepada anggota JDIHN tentu menjadi salah satu 

kunci keberhasilan dalam mengembangkan dan mendorong anggota untuk terus 

aktif dalam upaya untuk menggunggah dokumen-dokumen hukum dan juga 

mengelola penataan database hukum pada masing-masing website JDIH. Dalam 

kegiatan pembinaan juga telah dilakukan diskusi mengenai penguatan-penguatan 

pengelolaan dokumen dan juga beberapa website terutama pada domain yang 

digunakan oleh pihak DPRD agar bisa segera migrasi menggunakan situs yang 

dikelola oleh Kominfo daerah setempat agar bisa semakin maksimal kedepannya.  

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah

Sasaran 
Kegiatan

Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan 
terhadap total permohonan layanan bantuan hukum 
litigasi

Indikator 
Kinerja 1

Persentase layanan bantuan hukum non- litigasi yang 
diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan 
hukum non- litigasi

Indikator 
Kinerja 2

Target 82% 

Target 80% 



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT              

 

LKJIP KANWIL SULBAR TAHUN ANGGARAN 2024 103 

 

PERSENTASE LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI YANG DIBERIKAN 

TERHADAP TOTAL PERMOHONAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI 

I Kegiatan Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah 

 Indikator Kinerja Kegiatan 

1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total 

permohonan layanan bantuan hukum litigasi 

Target  : 82% 

Realisasi : 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

=
𝐽𝑚𝑙 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
 

223

223
𝑥100% = 100% 

Capaian : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

82
𝑥100% =  122% 

Ket : Selama Tahun 2024, semua permohonan untuk Bantuan 

Hukum Litigasi secara cuma-cuma telah mendapatkan layanan 

Bantuan Hukum yang sesuai dengan prosedur. Masing-masing 

Lembaga Bantuan Hukum telah mengunggah berkas-berkas 

pada aplikasi SIDBANKUM. Jika melihat perbandingan data 

pada 2023 dan Tahun 2024 tentu ada persamaan sejauh ini 

karena realisasi telah melebihi target namun ini belum hasil final 

untuk tahun 2024 karena tahun anggaran masih berjalan dan 

akan ada tambahan permohonan untuk Bantuan Hukum Litigasi 

nantinya 

 
Tabel 3.36 Realisasi dan Capaian Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang 

diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase layanan bantuan hukum 
litigasi yang diberikan terhadap total 
permohonan layanan bantuan hukum 
litigasi 

82% 82% 100% 122% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang 

diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi memiliki target 

renstra sebanyak 82%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. 
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Dan maka dari itu keberhaslan dalam capaian target Perjanjian Kinerja sejalan 

dengan keberhasilan target Rencana Strategisnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan 

terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi dapat di lihat pada tabel 

di bawah ini: 

 

Tabel 3.37 Perbandingan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 202 2023 2024 2023 2023 

Persentase layanan bantuan 
hukum litigasi yang diberikan 
terhadap total permohonan 
layanan bantuan hukum litigasi 

82% 82% 100% 100% 122% 122% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total 

permohonan layanan bantuan hukum litigasi merupakan Prioritas Nasional dimana 

target nya untuk ini sebanyak 58 Orang. Untuk tahun 2024 Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah memporse 44 permohonan 

bantuan hukum litigasi. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Banyaknya permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang telah mendapatkan layanan 

ini tentu tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkelanjutan kepada Pemberi 

Bantuan Hukum terakreditasi selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM 

sebagai pelaksana dari layanan pemberian Bantuan Hukum. Intensitas komunikasi 

yang dibangun antara operator dari masing-masing Lembaga Bantuan Hukum dan 

verifikator dari Kantor Wilayah tentu menjadi faktor keberhasilan juga dalam Upaya 

meningkatkan layanan Bantuan Hukum di wilayah. Kendala yang sering dialami 

ialah belum meratanya persebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) karena masih 

terdapat dua kabupaten di Sulawesi Barat yang belum ada PBH nya yakni 

Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah. Alternatif yang dapat dilakukan 

ialah terus mendorong Lembaga Bantuan Hukum di kabupaten tersebut untuk dapat 

mengikuti proses Verifikasi dan Akreditasi (Verasi) dengan memerhatikan syarat-
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syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 

selain itu juga Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi terdekat dari kabupaten 

tersebut dapat memberikan akses bantuan hukum di wilayah tersebut. 

PERSENTASE LAYANAN BANTUAN HUKUM NON- LITIGASI YANG 

DIBERIKAN TERHADAP TOTAL PERMOHONAN LAYANAN BANTUAN 

HUKUM NON- LITIGASI 

I Kegiatan Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah 

 Indikator Kegiatan 

2 Persentase layanan bantuan hukum non- litigasi yang diberikan terhadap total 
permohonan layanan bantuan hukum non- litigasi 

Target  : 80% 

Realisasi : 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

=
𝐽𝑚𝑙 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑢𝑚 𝑛𝑜𝑛𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑛𝑜𝑛𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
 

58

58
𝑥100% = 100% 

Capaian : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

80
𝑥100% =  125% 

Ket : Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 42 permohonan Bantuan 
Hukum Non Litigasi sedangkan pada tahun 2024 58 permohonan.  

 
Tabel 3.38 Realisasi dan Capaian Persentase layanan bantuan hukum non- litigasi 
yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non- litigasi  

TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase layanan bantuan 
hukum non- litigasi yang 
diberikan terhadap total 
permohonan layanan bantuan 
hukum non- litigasi 

80% 80% 100% 125 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase layanan bantuan hukum non- litigasi yang 

diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non- litigasi memiliki 

target renstra sebanyak 80%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian 

Kinerja. Dan maka dari itu keberhaslan dalam capaian target Perjanjian Kinerja 

sejalan dengan keberhasilan target Rencana Strategisnya. 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator permohonan layanan bantuan hukum non- litigasi memiliki 

target renstra sebanyak 80% dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.39 Perbandingan Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi  
2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Persentase Permohonan 
Bantuan Hukum Non Litigasi 
yang Dilayani sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan 

80% 80% 100% 100% 125% 125% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total 

permohonan layanan bantuan hukum litigasi merupakan Prioritas Nasional sehingga 

target Prioritas Nasional dimana target nya 7 Kelompok Masyarakat. Pada semester 

I Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi 

Barat telah melaksanakan 3 kegitan bantuan hukum non litigasi. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Keberhasilan dalam penyediaan layanan Bantuan Hukum Non Litigasi ditunjang 

oleh pembinaan berkelanjutan kepada Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi, yang 

berperan sebagai mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM. Pembinaan ini 

memastikan bahwa Pemberi Bantuan Hukum memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. 

Selain itu, intensitas komunikasi yang terjalin antara operator dari Lembaga Bantuan 

Hukum dan verifikator di Kantor Wilayah menjadi faktor penting yang mendukung 

peningkatan layanan Bantuan Hukum. Komunikasi yang baik memastikat koordinasi 

yang efektif, sehingga layanan dapat diberikan secara tepat waktu dan berkualitas 

di wilayah kerja. Koordinasi sebelum dilaksanakannya kegiatan menjadi faktor 

keberhasilan juga antara Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Wilayah. Kendala 

yang terjadi pada indikator kegiatan ini ialah hampir sama dengan yang ada pada 

Litigasi yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah belum 

dilaksanakan kegiatan Non Litigasi sehingga persebaran kegiatan belum merata. 

Adapun alternatif yang dapat diberikan ialah mendorong Lembaga Bantuan Hukum 
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di kabupaten terdekat untuk dapat mengadakan kegiatan Bantuan Hukum Non 

Litigasi di daerah tersebut dan juga menerima permohonan yang masuk dari 

kabupaten tersebut. 

 

PERSENTASE PENINGKATAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM YANG 

MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI DESA/KELURAHAN BINAAN TERHADAP 

TOTAL USULAN KANTOR WILAYAH 

I Kegiatan Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria 
sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah 

Target  : 70% 

Realisasi : 
Realisasi =

Jml DKSH Binaan Sesuai Dengan Kriteria

Jmlh Usulan desa dan Kel binaan 
𝑥100%

=  
34

49
𝑥100% = 69% 

Capaian : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
69%

70%
𝑥100% =  99% 

Ket : Pada Tahun 2024 ini tepatnya di B03, Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah mengusulkan 49 
Desa/Kelurahan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN) untuk nantinya dapat ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan 
Binaan. Usulan dan pembentukkan ini harus melalui proses yang 
sesuai dengan Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 
2022 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan 
Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) yaitu dengan 
membentuk kelompok Kadarkum dan sudah beberapa 
desa/kelurahan yang memiliki SK Kelompok Kadarkum. Capaian 
Kinerja pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di 

Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah

Sasaran 
Kegiatan

Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar 
hukum yang memenuhi kriteria sebagai 
Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan 
kantor wilayah

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan Target 70% 
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Sulawesi Barat pada Tahun 2024 mencapai 69,38% dari total 49 
desa/kelurahan yang diusulkan. Dari 49 usulan, 34 desa/kelurahan 
telah ditetapkan melalui SK Bupati, dengan Kabupaten Mamuju 
Tengah mencapai 100%, Polewali Mandar 76.47%, dan Mamasa 
54.17%. Dengan rincian pada Kabpuaten Mamuju Tengah terdapat 
8 Desa, Kabupaten Polewali Mandar terdapat 12 Desa dan 1 
Kelurahan, Kabupaten Mamasa terdapat 13 Desa. 

 
Tabel 3.40 Realisasi dan Capaian Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar 

hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total 
usulan kantor wilayah TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Persentase peningkatan Desa/Kelurahan 
sadar hukum yang memenuhi kriteria 
sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap 
total usulan kantor wilayah 

70% 70% 69% 99% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum 

yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan 

kantor wilayah memiliki target renstra sebanyak 70%, dimana target ini sama 

dengan target Perjanjian Kinerja. Dan maka dari itu tidak berhasilnya dalam capaian 

target Perjanjian Kinerja sejalan dengan tidak berhasilnya target Rencana 

Strategisnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang 

memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor 

wilayah dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.41 Perbandingan  Realiasasi Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum 
2023 dan 2024 

 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Persentase Desa/Kelurahan Sadar 
Hukum yang Terbentuk di Masing-
Masing Wilayah 

70 70 100 69 113% 99 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-

Masing Wilayah bukan merupakan Prioritas Nasional sehingga tidak dapat 

dibandingkan dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB/KENDALA 

Adanya koordinasi yang cukup baik sejauh ini dengan Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

tentu menghasilkan usulan-usulan desa/kelurahaN yang telah ada yang dihasilkan 

dari rapat bersama dengan instansiinstansi tersebut. Perlunya sinergi yang kuat 

antara kantor wilayah dengan pihak pemerintah daerah tentu akan meningkatkan 

kualitas dalam pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum nantinya. 

Adapun kendala selama tahun berjalan ialah masih adanya desa/kelurahan yang 

diusulkan belum mengirimkan SK Kelompok Kadarkum di masing-masing 

wilayahnya. Solusi yang dapat dilakukan ialah terus memonitoring terhadap 

desa/kelurahan yang telah diusulkan melalui Whatsapp Group yang telah dibuat di 

masing-masing wilayah dan terus meningkatkan komunikasi dengan pihak 

pemerintah daerah agar pelaksanaan indikator kegiatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya 

Solusi/Alternatif untuk Menunjang tercapainya target Perjanjian Kinerja 

Melaksanakan rapat bersama antar kepala desa dan lurah dengan pihak 

pemerintah daerah agar sama-sama bisa memahami makna dan tujuan dari 

terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan tentu nantinya akan dibarengi 

dengan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok Kadarkum yang telah dibuat. 

Selain itu berkoordinasi dengan unit eselon I yakni Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) dalam menentukan langkah selanjutnya untuk usulan 

desa/kelurahan. 
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E. PROGRAM PEMAJUAN HAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG 

DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN DI KEWILAYAHAN 

 

I Kegiatan Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan 
Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan 
Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh 
Pemangku Kepentingan di Kewilayahan 

Target  : 50% 

Rumus  
Realisasi 

: 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

=
𝐽𝑚𝑙 𝐷𝑢𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐻𝐴𝑀 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝐷𝑢𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐻𝐴𝑀 𝑝𝑑 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

=
2

2
𝑥100% =  100% 

Persentase 
Capaian 

: 
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

50
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 200% 

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang 
Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia 
serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 
Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Sasaran 
Kegiatan

• IKK 1 : Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 
Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

• IKK 2 :  Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan 
Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan

• IKK 3 : Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 
terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

• IKK 4 : Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

• IKK 5 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan

50% 

25% 

35% 

50% 

3.33 
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Ket : 

Selama Tahun 2024 berjalan dari bulan Januari sampai dengan 
bulan Desember hanya ada 2 (dua) laporan dugaan 
pelanggaran HAM yang masuk dan telah ditindaklanjuti oleh Tim 
Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
Sulawesi Barat. 

 

Tabel 3.42 Realisasi dan Capaian Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan  

TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase Dugaan Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh 
Pemangku Kepentingan di Kewilayahan 

50% 50% 100% 200% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan memiliki target 

renstra sebanyak 50%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. 

Dan maka dari itu keberhasilnya dalam capaian target Perjanjian Kinerja sejalan 

dengan keberhasilnya target Rencana Strategisnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan merupakan indikator 

baru sehingga tidak ada pembanding dengan tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti 

oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan bukan merupakan Prioritas Nasional 

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Sub Bidang Pemajuan HAM, 

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat aktif melakukan koordinasi, 

pendampingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi dalam 

melaksanakan program-program sesuai dengan target kinerja Kementerian Hukum 

dan HAM serta menindaklanjuti setiap permasalahan, atau pertanyaan dari 

Pemerintah Daerah terkait dengan substansi kegiatan. 
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Kendala 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, terdapat 

sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas kinerja. Salah satu faktor utama 

adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai 

dalam mendukung optimalisasi tugas. Selain itu, fasilitas serta peralatan, khususnya 

dalam aspek informasi, komunikasi, dan sistem komputerisasi berbasis daring, 

masih memerlukan peningkatan guna menunjang efisiensi kerja. Kendala lainnya 

terletak pada aspek integrasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi 

Penegak Hukum, serta berbagai organisasi sosial yang berperan dalam mendukung 

pelaksanaan tugas, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat untuk memastikan 

efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan. Di samping itu, faktor Sumber 

Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian, di mana peningkatan baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas SDM Aparatur Hukum dan HAM masih sangat 

dibutuhkan guna memastikan pencapaian kinerja yang optimal dan selaras dengan 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, perbaikan di berbagai aspek tersebut menjadi 

urgensi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas serta pencapaian target 

kinerja secara 

berkelanjutan. 

- Alternatif/solusi dalam menghadapi kendala 

Secara umum, kualitas dan kuantitas SDM pada Sub Bidang Pemajuan HAM 

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Sulawesi Barat cukup baik dan perlu terus ditingkatkan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Dalam pelaksanaan tugas 

Sub Bidang Pemajuan HAM banyak melakukan kolaborasi dengan Sub Bidang 

lain seperti Perancang Peraturan Perundang-Undangan, hal ini cukup membantu 

dalam pelaksanaannya. 
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PERSENTASE K/L/D YANG MENDAPATKAN DISEMINASI DAN PENGUATAN 

HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TOTAL K/L/D DI KEWILAYAHAN 

 

I Kegiatan Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan 
Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan 
Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan 

 Indikator Kegiatan 

2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi 
Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan 

Target  : 25% 

Rumus 
Realisasi 

: 

𝑥 =

Jumlah K, L, D yg mendapatkan diseminasi dan penguatan 

HAM di Kewilayahan 

Jumlah K, L, D di wilayah (rentang usia 15 − 19 Tahun)
 𝑥 100% 

Persentase 
Capaian 

: 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
6

6
𝑥100% = 100% 

Ket : Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Sulawesi 
Barat telah kegiatan Diseminasi HAM dan Penguatan HAM, yaitu 
enam Kabupaten diantaranya Mamuju, Mamuju Tengah, 
Pasangkayu, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar 

 
Tabel 3.43 Realisasi dan Capaian Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan 

Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase K/L/D yang mendapatkan 
diseminasi dan Penguatan Hak Asasi 
Manusia terhadap total K/L/D di 
Kewilayahan 

25% 25% 100 400 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan 

Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan memiliki target 

renstra sebanyak 25%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. 

Dan maka dari itu berhasilnya dalam capaian target Perjanjian Kinerja sejalan 

dengan berhasilnya target Rencana Strategisnya. 
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• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Persentase Persentase K/L/D yang mendapatkan 

diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan 

merupakan indikator baru sehingga tidak ada pembanding dengan tahun 

sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak 

Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan bukan merupakan Prioritas 

Nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN  

Keberhasilan Peningkatan Capaian Kinerja Kegiatan berkat kerja sama solid baik 

internal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, sinergi 

dan koordinasi aktif dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi 

secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan kegiatan. Hasil 

evaluasi penyebab keberhasilan antara lain: 

1. Arahan dan petunjuk pimpinan yang proaktif melakukan pembinaan dan 

pengawasan; 

2. Kerja sama tim pada Bidang HAM; 

3. Supervisi dari Unit Eselon I (Ditjen HAM); 

4. Dukungan dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah (Baik Provinsi maupun 

Kabupaten). 

 

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP 

TOTAL KABUPATEN/KOTA YANG BERPARTISIPASI DI WILAYAH 

I Kegiatan Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan 
Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan 
Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan 

 Indikator Kegiatan 

3 Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total 
Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah 

Target  : 35% 
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Rumus 
Realisasi 

: 𝑥

=

𝐽𝑚𝑙ℎ 𝑘𝑎𝑏, 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑔 
𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑑𝑢𝑙𝑖 𝐻𝐴𝑀

 
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑏, 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖𝑎

 𝑥 100% 

𝑥 =
5

5
 𝑥 100% 

𝑥 = 100% 

Persentase 
Capaian 

: 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

realisasi 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥100% 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100 

35
𝑥100% = 285% 

Ket : Pada tahun 2024 ini mengenai pelaporan hanya 5 (lima) 
kabupaten yang berpartisipasii serta melaporkan. Hasilnya 5 
(lima) kabupaten tersebut yang mendapatkan predikat peduli 
HAM 

 

Tabel 3.44 Realisasi dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi 
Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah  

TA 2024 

Indikator  Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak 
Asasi Manusia terhadap Total 
Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di 
Wilayah 

35% 35% 100% 285% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 

terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah memiliki target 

renstra sebanyak 35%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. 

Dan maka dari itu berhasilnya dalam capaian target Perjanjian Kinerja sejalan 

dengan berhasilnya target Rencana Strategisnya.  

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 

terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah merupakan indikator 

baru sehingga tidak ada pembanding dengan tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total 

Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah bukan merupakan Prioritas Nasional 

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Prioritas Nasional. 
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• PENYEBAB/KENDALA 

Keberhasilan Kantor Wilayah Sulawesi Barat aktif melakukan koordinasi dan 

pendampingan pada pemerintah daerah, serta membangun hubungan emosional 

dengan daerah khusus nya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupten yang 

menangani pelaporan ini.  

Namun ada masih ditemukan kendala dikarenakan ada beberapa Kabupaten yang 

belum paham dan tidak peduli pada pelaporan Kabupaten Kota Peduli HAM. 

Alternatif/solusi dalam menghadapi kendala 

• Melakukan koordinasi langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait 

dalam hal penyiapan data dukung yang masih belum dipahami. 

I Kegiatan Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan 
Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan 
Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi 
Manusia di Kewilayahan 

 Indikator Kegiatan 

4 Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan 

Target  : 75% 

Hitungan 
Realisasi 

: 

𝑥 =

Jml Prov atau kab, kota di wilayahan yg tercapai 

pada tahun berjalan

Jml Prov atau kab, kota di wilayahan yg berpartisipasi  

pada tahun berjalan

 𝑥 100% 

𝑥 =
6

7
 𝑥 100% 

𝑥 = 86% 
Catatan: 
Yang dimaksud dengan Provinsi, Kab/Kota yang RANHAM-nya 
tercapai adalah Provinsi, Kab/Kota yang berhasil mencapai 
target rencana aksi yang telah ditetapkan oleh tim panitia 
nasional RANHAM pada tahun berjalan. 

Persentase 
Capaian 

: % 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

Target
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
86

75
𝑥100 = 114% 

Ket : Pada tahun 2024 seluruh Pemerintah Daerah melaporkan 
RANHAM baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 
Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat mengikuti pelaporan 
RANHAM, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa, 
Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan 
Pasangkayu 
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Tabel 3.45 Realisasi dan Capaian Persentase Pelaksanaan RANHAM di 
Kewilayahan  

TA 2024 

Indiaktor Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase Pelaksanaan RANHAM di 
Kewilayahan 

75% 75% 86% 114% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan 

memiliki target renstra sebanyak 75%, dimana target ini sama dengan target 

Perjanjian Kinerja. Dan maka dari itu berhasilnya dalam capaian target Perjanjian 

Kinerja sejalan dengan berhasilnya target Rencana Strategisnya.  

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 

terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah memiliki satuan yang 

berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga tidak ada pembanding dengan tahun 

sebelumnya. 

Tabel 3.46 Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total 
Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah 2023 dan 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2023 2023 

Persentase Kabupaten/Kota Peduli 
Hak Asasi Manusia terhadap Total 
Kabupaten/Kota yang 
Berpartisipasi di Wilayah 

2 Instansi 
Pemerintah 

7 Instansi 
Pemerintah 

350% 

Target Relisasi Capaian 

2024 2024 2024 

75% 86% 114% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total 

Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah bukan merupakan Prioritas Nasional 

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Prioritas Nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Faktor keberhasilan pada pelaksanaan indikator ini ialah aktif melakukan koordinasi 

dan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Adapun 

kendala yang dialami selama tahun berjalan ialah Masih ada beberapa OPD yang 
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tidak peduli dengan pelaporan RANHAM.  Dalam menghadapi kendala tersebut, 

solusi yang dilakukan ialah mengadakan koordinasi secara berkelanjutan dan 

sosialisasi dalam pendampingan agar OPD dapat memahami terkait RANHAM. 

 

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN HAK ASASI 

MANUSIA DI KEWILAYAHAN 

I Kegiatan Meningkatnya Pemerintah Daerah yang 
Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia 
serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 
Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan 

 Indikator Kegiatan 

5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di 
Kewilayahan  

Target  : 3.33 Indeks 

Rumus 
Realisasi 

: 3.80 Indeks 
 
Catatan 
Diambil dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap 
layanan HAM di Kewilayahan 

Persentase 
Capaian 

: 
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

Target
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
3.80

3.33
𝑥100% 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 114% 
Ket : Pada pelaksanaan survei periode Januari - Desember 2024, 

Kanwil Sulawesi Barat secara agregat atau rata-rata 
memperoleh nilai 3.80 dalam skala 4 atau 16.77 dalam skala 
17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan publik yang diberikan oleh Kanwil Sulawesi Barat 
telah memperoleh kategori Sangat Baik. Adapun jumlah 
responden rata-rata setiap bulannya mencapai di atas 30. 
Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur 
Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur 
Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur 
Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, 
Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur 
Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur 
Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi 
dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik. 
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Tabel 3.47 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 
Hak Asasi Manusia di Kewilayahan TA 2024 

Indikator Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Layanan Hak Asasi Manusia di 
Kewilayahan 

3.33 
Indeks 

3.33 
Indeks 

3.80 
Indeks 

114% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak 

Asasi Manusia di Kewilayahan memiliki target renstra sebanyak 3.33 Indeks, 

dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. Dan maka dari itu 

berhasilnya dalam capaian target Perjanjian Kinerja sejalan dengan belum 

berhasilnya target Rencana Strategisnya.  

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi 

Manusia di Kewilayahan merupakan indikator baru di Tahun 2024 sehingga tidak 

ada pembanding dengan tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TAGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di 

Kewilayahan bukan merupakan Prioritas nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Pelaksanaan survei SPKP memberikan hasil yang dengan kategori yang sangat 

baik, dipengaruhi oleh perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah, 

yaitu terhadap: 

1. Pemberian Informasi; 

2. Persyaratan pelayanan yang tidak berbelit; 

3. Prosedur/Alur yang jelas; 

4. Waktu Penyelesaian pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan; 

5. Tarif/Biaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

6. Sarana Prasarana yang baik; 

7. Respon yang cepat dan tepat; serta 

8. Konsultasi dan Pengaduan yang baik 
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PERSENTASE TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI PRODUK HUKUM 

DAERAH BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA YANG DITINDAKLANJUTI 

TERHADAP TOTAL REKOMENDASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG 

DISAMPAIKAN 

 

I Kegiatan Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang 
Berperspektif Hak Asasi Manusia 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah 
Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total 
Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan 

Target  : 90% 

Rumus 
Realisasi 

: 

x =

𝐻umlah rekomendasi terkait produk hukum daerah 

berspektif HAM yg diberikan

umlah produk hukum daerah yang analisis
𝑥100% 

x =
1

1
𝑥100% = 100% 

 

Persentase 
Capaian 

: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

90
𝑥100% = 111% 

Ket : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 
telah menyampaikan rekomendasi terhadap satu produk 
hukum daerah yang dikaji dari aspek kepatuhan terhadap nilai-
nilai HAM. 

 

Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang 
Berperspektif Hak Asasi Manusia

Sasaran 
Kegiatan 

Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi 
Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi 
Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total 
Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang 
Disampaikan

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan

Target 90% 
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Tabel 3.48 Realisasi dan Capaian Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi 
Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti 

terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan TA 2024 

Indiaktor Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Persentase 

Persentase Tanggapan terhadap 
Rekomendasi Produk Hukum Daerah 
Berperspektif Hak Asasi Manusia 
yang Ditindaklanjuti terhadap Total 
Rekomendasi Produk Hukum Daerah 
yang Disampaikan 

90% 90% 100% 111% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk 

Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap 

Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan memiliki target 

renstra sebanyak 90%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. 

Dan maka dari itu belum berhasilnya dalam capaian target Perjanjian Kinerja 

sejalan dengan belum berhasilnya target Rencana Strategisnya.  

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi 

Manusia di Kewilayahan merupakan indikator baru di Tahun 2024 sehingga tidak 

ada pembanding dengan tahun sebelumnya. 

• PERBANDINGAN DENGAN TAGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah 

Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi 

Produk Hukum Daerah yang Disampaikan bukan merupakan Prioritas nasional. 

• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Keberhasilan pelaksanaan program pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Sulawesi Barat tidak terlepas dari beberapa faktor utama. Salah satu faktor kunci 

adalah kolaborasi aktif dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Kabupate 

maupun Provinsi, dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia. Sinergi ini memungkinkan koordinasi yang 

lebih efektif serta penyelesaian permasalahan secara komprehensif. Selain itu, 

harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilakukan oleh Kanwil 

Kemenkumham Sulawesi Barat juga berkontribusi signifikan dalam memastikan 

bahwa regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
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tinggi dan berperspektif hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, kebijakan 

hukum di Sulawesi Barat dapat lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat serta dinamika pembangunan daerah. 

 

F. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PADA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN 

(BSK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Kegiatan Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi 
kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah 

 Indikator Kegiatan 

1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di 
wilayah yang ditindaklanjuti 

Target  : 80% 

Realisasi : 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐾𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
𝑥100%

=  
2

2
𝑥100% =  100% 

Capaian : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
100

80
𝑥100% =  125% 

Ket : Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah 
pada semester I adalah rekomendasi atas analisis kebijakan 
dengan pemanfaatan Sipkumham dengan tema “Efektivitas 
Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Bapas Kelas II 
Polewali Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Sulawesi Barat” 
serta rekomendasi jumlah responden pada kegiatan evaluasi 
pelaksanaan survei SPAK-SPKP. Rekomendasi yang telah 
dimanfaatkan yaitu rekomendasi jumlah responden ideal 

Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi 
strategi kebijakan hukum dan hak asasi 
manusia di wilayah

Sasaran 
Kegiatan

Persentase rekomendasi strategi 
kebijakan hukum dan hak asasi manusia 
di wilayah yang ditindaklanjuti

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan

Target 80% 
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berdasarkan kaidah statistika. Sedangkan rekomendasi terkait 
pemanfaatan Sipkumham pemanfaatannya akan dikembalikan 
ke unit pusat sebagai pengampu kebijakan di bidang 
pemasyarakatan dan bidang strategi kebijakan 

 

Tabel 3.49 Realisasi dan Capaian Persentase rekomendasi strategi kebijakan 
hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti  

TA 2024 

Indiaktor Target 
Perkin 

Target 
Renstra 

Realisasi Capaian 

Persentase rekomendasi strategi 
kebijakan hukum dan hak asasi manusia 
di wilayah yang ditindaklanjuti 

80% 80% 100% 125% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET RENSTRA  

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan 

hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti memiliki target renstra sebanyak 

80%, dimana target ini sama dengan target Perjanjian Kinerja. Dan maka dari itu 

belum berhasilnya dalam capaian target Perjanjian Kinerja sejalan dengan belum 

berhasilnya target Rencana Strategisnya.  

• PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi 

manusia di wilayah yang ditindaklanjuti dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.50 Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2023 dan 2024 

 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Persentase rekomendasi hasil 
kajian di wilayah sebagai bahan 
penelitian dan pengembangan 
hukum dan hak asasi manusia 

80% 80% 100% 100% 125% 125% 

 

• PERBANDINGAN DENGAN TAGET PRIORITAS NASIONAL 

Indikator Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian 

dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia bukan merupakan Prioritas 

nasional. 
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• PENYEBAB KEBERHASILAN 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada 

Tahun Anggaran 2024 ditentukan oleh kemampuan untuk menyesuaikan 

pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKAKL) serta mengikuti petunjuk pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh 

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Namun, terdapat kendala yang 

menghambat kelancaran kegiatan, yaitu ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan 

dengan rencana awal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pencapaian 

tujuan program. Untuk mengatasi kendala tersebut, disusun alternatif solusi berupa 

penyesuaian ulang jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan agar lebih sinkron dengan 

kebutuhan lapangan dan panduan teknis yang telah ditetapkan. Langkah ini 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serta 

meminimalkan risiko keterlambatan yang dapat memengaruhi capaian kinerja 

secara keseluruhan. 

B. REALISASI ANGGARAN  

 Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi 

Barat melaporkan penyerapan anggaran yang baik. 9 (Sembilan) Satuan Kerja yang ada di 

Kantor Wilayah mempunyai penyerapan di atas 99,55%. Dan hasil tersebut di tampilkan 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.51 Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2024 

NO PROGRAM KEGIATAN 
TOTAL 

ANGGARAN 
REALISASI PERSENTASE 

1 
Dukungan 

Manajemen 

Pengelolaan 

Administratif dan 

Fasilitatif Kantor 

Wilayah 

Kementerian 

Hukum dan HAM 

16.639.184.000 16.574.389.374 
99,61% 

 

Penyelenggaraan 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Hukum dan HAM 

Wilayah 

293.729.000 293.126.800 99,79% 

2 

Pelayanan dan 

Penegakan 

Hukum 

Penyelenggaraan 

Pemasyarakatan 

di Wilayah 

646.924.000 646.767.944 99,98% 

Penyelenggaraan 

Fungsi 
2.161.016.000 2.159.102.000 99,91% 
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NO PROGRAM KEGIATAN 
TOTAL 

ANGGARAN 
REALISASI PERSENTASE 

Pengkoordinasian, 

Pelayanan dan 

Penegakan Hukum 

Keimigrasian di 

Wilayah 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Hukum Umum di 

Wilayah 

2.492.562.000 2.488.657.280 99,84% 

Penyelenggaraan 

Kekayaan 

Intelektual di 

Kantor Wilayah 

1.750.077.000 1.745.081.405 99,71% 

Penyelenggaraan 

Kesadaran dan 

Pemahaman 

Hukum di Wilayah 

 

1.144.042.000 1.137.956.932 99,47% 

3 

Pembentukan 

Regulasi 

Hukum 

Penyelenggaraan 

Fasilitasi 

Pembentukan 

Regulasi di 

Wilayah 

 

140.505.000 140.315.429 99,87% 

Penyelenggaraan 

Fasilitasi 

Perencanaan, 

Pemantauan dan 

Evaluasi Produk 

Hukum di Wilayah 

472.000.000 471.753.823 99,95% 

4 

Pemajuan dan 

Penegakan 

HAM 

Penyelenggaraan 

Pemajuan HAM di 

Wilayah  

262.548.000 626.280.890 99,90% 

 

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN  

Terdapat 9 (Sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan 

11 DIPA pada Unit Pelaksana Teknis. Pada Tahun Anggaran 2024 seluruh Penyerapan 

pada Kantor Wilayah di rata-rata di atas 99,68%. Untuk DIPA Dijten Imigrasi  Kanwil 

Sulawesi Barat mempunyai penyerapan yang lebih rendah di bandingkan dengan DIPA 

Satker lainnya, namun sudah melebihi target Kementerian yaitu 99,51%.   
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Gambar 3.1 Penyerapan Kanwil 31 Des 2024 

  

Penyerapan pada Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Sulawesi Barat terdapat 11 (Sebelas) Satker yang penyerapan Tahun Anggaran 

2024  di atas 99,50% dan penyerapannya terendah yaitu LPKA Kelas II Mamuju namun hal 

ini sudah melewati target Kementerian yaitu 96%. Data penyerapan Unit Pelaskana Teknis 

terdapat pada tabel di bawah ini: 

3.52 Tabel Penyerapan Unit Pelaksana Teknis TA 2024 

SATKER  PAGU PENYERAPAN %  
Kanim Kelas II Non 

TPI Polman 
7.767.687.000 7.713.720.949 99,31% 

Kanim Kelas II Non 

TPI Mamuju 
13.032.554.000 12.998.311.000 99,74% 

Lapas Kelas IIB 

Polewali 
11.087.169.000 11.086.293.030 99,99% 

LPKA Kelas II 

Mamuju 
3.845.903.000 3.733.298.329 97,07% 

Rutan Kelas IIB 

Mamuju 
7.505.156.000 7.490.562.322 99,81% 

Rutan Kelas IIB 

Majene 
5.851.592.000 5.799.864.375 99,12% 

Rutan Kelas IIB 

Pasangkayu 
6.408.496.000 6.377.499.548 99,52% 

Lapas Kelas III 

Mamasa 
4.263.534.000 4.235.594.153 99,34% 

LPP Kelas III 

Mamuju 
4.569.688.000 4.545.379.483 99,47% 

Pas PP IMI HAM AHU BSK KI Setjen BPHN

99.98 99.95
99.91 99.9

99.84
99.79

99.71

99.61

99.51

PENYERAPAN 31 DES 2024
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Bapas Kelas II 

Polewali 
4.158.042.000 4.157.982.140 100% 

Rupbasan Kelas II 

Mamuju 
1.797.108.000 1.793.915.895 99,82% 

TOTAL 70.286.929.000 69.932.421.224 99,50% 

 

CAPAIAN IKPA  

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh 

Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan 

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi 

perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan 

anggaran. Nilai IKPA akan berubah setiap tanggal 6 bulan berikut nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 IKPA Kanwil dan UPT 

99.99 99.8 99.75 99.78
99.46 99.29

98.95
98.53

98.12 97.9 97.62

IKPA UPT 2024

AHU IMI BSK BPHN SETJEN HAM PAS KI PP

100 100 99.99 99.99 99.98 99.97
99.83

99.14

98.27

IKPA KANWIL 2024
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SMART 

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan 

satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.Di tahun 

2024 tampilan aplikasi SMART sudah tidak melampirkan nilai pada Dashbordnya. Namun 

untuk kriteria penilaian sama dengan penilaian IKPA. 

Tabel 5.3 Rekap Nilai SMART Kanwil dan UPT TA 2024 

KODE 
SATKER 

SATKER 

Nilai Kinerja 
NILAI KINERJA 

ANGGARAN  

NILAI 
DASHBOARD  Perencanaan 

Pelaksanaan 
anggaran 

667790 Setjen Kanwil 83.34 99.98 91.66 Sangat Baik 

667793 AHU 75 100 87.5 Baik 

667794 PAS 75 99.83 87.42 Baik 

667795 IMIGRASI 83 100 91.5 Sangat Baik 

667796 KI 75 99.14 87.07 Baik 

667797 PP 75 98.27 86.64 Baik 

667798 HAM 75 99.97 87.49 Baik 

667799 BPHN 90.36 99.99 95.18 Sangat Baik 

667800 BSK 75 99.99 87.5 Baik 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

KODE 
SATKER 

SATKER 

Nilai Kinerja NILAI KINERJA 
ANGGARAN 

 

NILAI 
DASHBOARD 

 Perencanaan 
Pelaksanaan 

anggaran 

498402 
Kanim 
Polman 83 99.29 91.15 Sangat Baik 

498402 
Kanim 
Mamuju 83.33 97.62 90.48 Sangat Baik 

352617 LPKA 87.78 99.78 93.78 Sangat Baik 

407273 LP Polewali 91.66 98.95 95.31 Sangat Baik 

407298 
Rutan 
Mamuju 100 99.75 99.88 Sangat Baik 

407267 Rutan Majene 99.39 99.46 99.43 Sangat Baik 

683423 
Rutan 
Pasangkayu 91.66 99.99 95.83 Sangat Baik 

407282 
Lapas 
Mamasa 91.66 98.12 94.89 Sangat Baik 

418362 LPP 100 99.8 99.9 Sangat Baik 

497883 Bapas  92.7 98.53 95.62 Baik 

417949 Rupbasan 100 97.9 98.95 Sangat Baik 
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendapatkan beberapa 

pengharaggan kinerja anggaran pada Semester I Tahun Anggaran 2024, diantarnya yaitu: 

✓ Satker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw 1 Tahun 2024 
(667794) 

✓ Satker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw I Tahun 2024 
(667796) 

✓ Satker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw 1 Tahun 2024 
(667790) 

✓ Satker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw 1 Tahun 2024 
(667798) 

✓ Saker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw I Tahun 2024 
(667799) 

✓ Saker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw I Tahun 2024 
(667797) 

✓ Saker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw I Tahun 2024 
(667795) 

✓ Saker Dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Tw I Tahun 2024 
(667793) 

✓ Satker Dengan Nilai Ikpa Maksimal di Linkgup Kanwil DJPb Tw I 2024  (Kategori Pagu 
Sedang, 667793) 

✓ Satker Dengan Nilai Ikpa Maksimal di Linkgup Kanwil DJPb Tw I 2024 (Kategori Pagu 
Kecil 667796) 

✓ Satker Dengan Nilai Ikpa Maksimal di Linkgup Kanwil DJPb Tw I 2024 (Kategori Pagu 
Kecil 667798) 

✓ Satker Dengan Nilai Ikpa Maksimal di Linkgup Kanwil DJPb Tw I 2024 (Kategori Pagu 
Besar 667798) 
 

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 

1. APLIKASI E-PERFORMANCE 

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas 

kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan 

dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit 

kerja. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah menginput 

capaian setiap bulannya dan pencapaian target akan terselesaikan di Triwulan IV, di 

karenakan banyaknya capaian yang berbentuk indeks dan persentase.   

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Screenshoot E-performance 



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT              

 

LKJIP KANWIL SULBAR TAHUN ANGGARAN 2024 130 

 

2. PEMENUHAN DATA DUKUNG RENCANA AKSI 

Rencana Aksi merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang 

wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi 

monitoring https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/cGK7u6icTJoUaVr 

Pelaporan data dukung rencana aksi dilakukan setiap bulannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Aplikasi Data Dukung Rencana Aksi 

3. E-MONEV BAPPENAS  

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil 

pemantauan pelaksanaan  intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian 

Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan 

pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman https://e-

monev.bappenas.go.id. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja 

bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Aplikasi e-monev Bappenas 

https://e-monev.bappenas.go.id/
https://e-monev.bappenas.go.id/


BAB IV 
 
 


